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vABSTRAK
RAFI IRIANSYAH (B111 13 388), dengan judul “Tinjauan Hukum
Internasional Terhadap Pengecualian Asas Cabotage Demi
Kepentingan Pariwisata Di Indonesia”, dibimbing oleh Prof. Dr. Juajir
Sumardi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Dr. Laode Abd Gani,
S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui relevansi pengecualian asas cabotage dalam hukum positif
Indonesia dan perspektif hukum internasional dan implikasi hukum
pengecualian asas cabotage terhadap hukum positif Indonesia dalam
perspektif hukum internasional.
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia, Jakarta dan Kantor Kementerian Pariwisata Republik
Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode
Wawancara dan Metode Kepustakaan, kemudian data yang diperoleh
dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang
diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengecualian asas cabotage dalam
perspektif hukum positif Indonesia dan Hukum Internasional adalah tidak
relevan. Hal ini karena ada dua masalah utama yang muncul dalam
pengecualian asas cabotage. Yang pertama adalah asas cabotage adalah
asas hukum, sehingga jika dilakukan pengecualian terhadap asas
cabotage maka dianggap sebagai pengebirian terhadap asas hukum
karena asas cabotage adalah perwujudan dari Pasal 45 UNCLOS yang
merupakan kaidah hukum konkret. Yang kedua adalah yang
mengecualikan asas cabotage adalah Peraturan Menteri. Dengan adanya
pengecualian asas cabotage melalui Peraturan Menteri, maka Peraturan
Menteri tersebut bertentangan dengan yang diinginkan dalam Undang-
Undang. Implikasi yang muncul akibat adanya pengecualian asas
cabotage dalam hukum positif Indonesia dan hukum internasional adalah
menimbulkan beberapa akibat hukum. Yang pertama adanya
pertentangan antara hukum nasioanal dan hukum internasional dalam hal
penerapan pelaksanaan asas cabotage dalam hal ini penerapan asas
cabotage dalam UNCLOS yang telah diratifikasi bertentangan dengan
peraturan teknis, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun
2015. Yang kedua adalah alur laut kapal pesiar yang dapat melewati laut
territorial bukan ALKI. Hal ini bertentangan dengan norma yang ada dalam
UNCLOS, terkhusus dalam Pasal 45 UNCLOS. Yang ketiga adalah bahwa
norma yang mengecualikan asas cabotage tidak relevan. Hal ini dapat
dilihat dari pengecualian asas cabotage yang dilakukan oleh Peraturan
Menteri Perhubungan yang bertentangan dengan UNLOS dan Undang-
Undang tentang Pelayaran.
Kata Kunci: ALKI, Asas Cabotage, Parawisata, Pelayaran, UNCLOS
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ABSTRACT
Rafi Iriansyah (B111 13 388), with title “ International Law Review on
Cabotage Principle Exception For The Importance of Tourism in
Indonesia”, supervised by Juajir Sumardi as Supervisor I and Laode
Abd Gani as Supervisor II. This research aims to find out relevancy of
cabotage principle exception in Indonesia positive law and international
law perspective and law implication of cabotage principle exception in
Indonesia positive law in international law perspective.
This research was conducted in Ministry of Transportation Republic of
Indonesia Office and Ministry of Tourism of Republic of Indonesia Office.
Data collection method used was interview method and literary method,
thus data acquired was analyzed in descriptive qualitative therefore
revealing result as desired and conclusion of problems studied.
This research indicates that the cabotage principle exception in Indonesia
positive law perspective and international law is irrelevant. This is because
there are two main problems emerged in cabotage principle exception.
Firstly is cabotage principle is law principle, therefore if conducting
exception on cabotage principle would be castration to law principle due to
cabotage principle is embodiment of Article 45 UNCLOS which is concrete
rules of law.Secondly is the one that excludes cabotage principle is
Ministerial Regulation. The presence of cabotage principle through
Ministerial Regulation, then Ministerial Regulation is contradicted with
matters as desired in legislation. Implication that emerges due to existence
of cabotage principle in Indonesia positive law and international law is
inflicting some law implication. Firstly, existence of contradiction between
national law and international law in implementation of principle of
cabotage in this matter implementation of conduct of cabotage principle in
ratified UNCLOS has contradicted with technical regulation that is
Ministerial Regulation of Transportation Number 121 Year 2015. Secondly
is cruise ship sea lane that is able to pass territorial sea not ALKI. This is
contradicted with norms in UNCLOS, in particular Article45 UNCLOS.
Thirdly is that the norms of exception of cabotage principle is irrelevant. It
can be seen from cabbotage principle exception that was conducted by
Ministerial of Transportation that is contradicted with UNCLOS and Law on
Cruise.
Keywords : ALKI, Cabotage Principle, Cruise, Tourims, UNCLOS
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LAMPIRAN
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi
garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta
antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah
negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, nama
alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi lebih dari
258 juta jiwa pada tahun 2016, Indonesia adalah negara berpenduduk
terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 207 juta jiwa.1 Negara
Indonesia juga merupakan suatu negara kepulauan sebagaimana telah
disebutkan di dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi
“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan
yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan Undang-Undang.”2
Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui
Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai
sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep
Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Dalam
Deklarasi Djuanda ditegaskan bahwa Laut Nusantara bukan lagi sebagai
1 Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia, diakses pada 23 Januari 2017, Pukul 20.55
WITA
2 Lihat Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 25A
2pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi
sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.3
Perlu untuk di ketahui bahwa kedaulatan laut Indonesia termasuk
dalam hak lintas di wilayah laut dalam hal ini berkaitan dengan Alur Laut
Kepulauan Indonesia (ALKI).  Secara nyata mengenai kedaulatan laut
khususnya Indonesia sebagai negara pantai diatur dalam Pasal 2 ayat 1
dan 2 (United Nations Convention on the Law of the Sea) UNCLOS yang
berbunyi:
“Kedaulatan suatu Negara pantai, selain wilayah daratan dan
perairan pedalamannya, dan dalam hal suatu Negara kepulauan
dengan perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut
yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial.
Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut serta dasar laut
dan lapisan tanah dibawahnya.”4
Perihal kedaulatan laut Indonesia sendiri juga harus tunduk pada Konvensi
dan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan Hukum Internasional.5
Tentang kedaulatan laut sebuah negara dikenal sebuah asas, yaitu
asas cabotage. Asas cabotage sendiri diatur dalam hukum nasional
Indonesia diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pelayaran, yang menyebutkan bahwa kegiatan angkutan laut
dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan
menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal
3 Lihat http://bimakuliah-hukum.blogspot.co.id/2010/04/deklarasi-juanda.html, diakses
pada 31 Januari 2017, Pukul 13.05 WITA
4 Lihat terjemahan UNCLOS Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2
5 Lihat terjemahan UNCLOS Pasal 2 ayat 3
3berkewarganegaraan Indonesia.6 Dari hal tersebut, maka dapat dipahami
bahwa asas cabotage menghendaki agar setiap kegiatan transportasi laut
di Indonesia haruslah memenuhi persyaratan : (1) Milik Perusahaan
angkatan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia;
(2) diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Sehingga, jika
tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka dianggap bertentangan
dengan asas cabotage.
Kedudukan asas cabotage dalam Hukum Laut Internasional
sebenarnya tidak terlepas dari pengaturan tentang wilayah laut yang dapat
digunakan untuk pelayaran dengan Hak Lintas Damai. Pada Pasal 45
UNCLOS (United Nations Convention on the Law of The Sea) menyatakan
bahwa :
Pasal 45
(1).Rezim lintas damai menurut ketentuan Bab II bagian 3, harus berlaku
dalam selat yang digunakan untuk pelayaran internasional :
a. yang menurut ketentuan pasal 38 ayat 1, dikecualikan dari
pelaksanaan rezim lintas transit; atau
b. antar bagian laut lepas atau suatu zona ekonomi eksklusif dan
laut teritorial suatu Negara asing.
(2).Tidak boleh ada penangguhan lintas damai melalui selat
demikian.
Dari hal tersebut, salah satu hal yang dapat menjadi simpulan yang relevan
dengan  keberadaan asas cabotage adalah bahwa laut teritorial negara
pantai merupakan wilayah laut yang dapat menjadi jalur lintas damai bagi
6 Lihat Pasal 8 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2008 tentang Pelayaran
4kapal-kapal negara lain,7 berdasarkan yurisdiksi negara pantai, dan tidak
boleh ada penangguhan (pengecualian) terhadap lintas damai melalui laut
territorial tersebut. Akan tetapi berkenaan dengan asas cabotage justru
telah dikecualikan. Sebagaimana dapat ditemukan pada Pasal 3 Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pemberian
Kemudahan Bagi Wisatawan Dengan Menggunakan Kapal Pesiar
(Cruiseship) Berbendera Asing yakni :
“Kapal Pesiar (cruiseship) berbendera asing dapat mengangkut
wisatawan di pelabuhan dalam negeri untuk berwisata mulai dari
pelabuhan asal di dalam negeri ke tempat wisata, untuk kembali
kepelabuhan keberangkatan, sepanjang perjalanan tersebut
merupakan bagian dari dan keluar wilayah perairan Indonesia.”8
Ketentuan tersebut tentu menghendaki pengecualian terhadap asas
cabotage yang senyatanya telah dilarang dalam Pasal 45 ayat (2) UNCLOS
(United Nations Convention on the Law Of the Sea).
Persoalan lainnnya adalah mengingat bahwa asas cabotage
merupakan sebuah asas hukum yang mana asas hukum menurut Bellefroid
adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu
7 Bahwa jalur lintas damai kapal-kapal negara lain yang dimaksud tersebut, dalam rezim
hukum nasional Indonesia dikenal dengan istilah ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia).
Dalam Hukum Internasional, dasar pembentukan ALKI termuat dalam Pasal 53 ayat (1)
UNCLOS yang menyebutkan bahwa “Suatu Negara Kepulauan dapat menentukan Alur
Laut dan rute penerbangan yang cocok digunakan lintas kapal …… yang terus menerus
langsung serta secepat mungkin melalui laut territorial yang berdampingan dengannya”.
Sedangkan dalam Hukum Nasional Indonesia, ALKI dimuat dalam Pasal 1 angka 1 PP No
37 Tahun 2002 tentang ALKI jo. Pasal 1 angka 8 UU No 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia yang menyebutkan bahwa ALKI adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau
pesawat udara asing diatas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan
penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus-menerus,
langsung dan secepat mungkin…
8 Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pemberian
Kemudahan Bagi Wisatawan Dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship)
Berbendera Asing
5hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.9
Sedangkan menurut Kraan, bahwa bagian dari hukum yang lebih
merupakan “sweeping statements”, jalan keluar yang dirumuskan secara
mutlak untuk pemecahan suatu permasalahan hukum.10 Asas hukum juga
dianggap sebagai sesuatu yang melahirkan (sumber, inspirasi, filosofis,
materiil dan formiil) dari peraturan hukum. Dengan demikian, asas hukum
menjadi rasio-logis peraturan-peraturan hukum.11 Dari penjelasan tersebut
dapat disimpulkan bahwa kedudukan asas dalam sistem hukum adalah
sebagai sarana terhadap pemecahan suatu permasalahan hukum sehingga
dari sini dapat dinyatakan bahwa pengecualian terhadap asas (termasuk
asas cabotage) merupakan wujud pembiaran tanpa pemecahan terhadap
suatu permasalahan hukum.
Akan tetapi, ternyata kebijakan pemerintah untuk memberi
pengecualian terhadap asas cabotage tersebut adalah dikarenakan demi
kepentingan hal banyak yang bisa bermanfaat bagi negara karena memberi
aset berlebih bagi negara, yakni kepentingan pariwisata. Kepentingan
pariwisata yang dimaksud disini ialah angkutan wisatawan asing oleh kapal
berbendera asing.12 Yang mana pengecualian asas cabotage demi
kepentingan pariwisata tersebut memungkinkan negara memiliki sumber
9 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum:  Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty,
2009, hlm. 5.
10 Sudikno Mertokusumo, Loc.Cit.
11 Abdullah Marlang, Irwansyah, dan Kaisaruddin Kamaruddin, Pengantar Hukum
Indonesia, Makassar: Yayasan Aminuddin Salle (A.S. Center), 2009, hlm. 35.
12 Lihat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan No 121 Tahun 2015 tentang
Pemberian Kemudahan Bagi Wisatawan Dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship)
Berbendera Asing.
6kekuatan (pendapatan) lain dalam rangka pemenuhan kesejahteraan
rakyat.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, untuk
memfokuskan penulisan proposal ini maka rumusan masalah yang akan
dibahas adalah :
1. Bagaimana relevansi pengecualian asas cabotage dalam hukum
positif Indonesia dan perspektif hukum internasional ?
2. Bagaimana implikasi hukum pengecualian asas cabotage terhadap
hukum positif Indonesia dalam perspektif hukum internasional ?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penulisan dirumuskan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pengecualian asas
cabotage dalam hukum positif Indonesia dalam perspektif hukum
internasional;
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum pengecualian asas
cabotage terhadap hukum positif Indonesia dalam perspektif hukum
internasional.
7D. Manfaat Penelitian
1. Data dan referensi yang dikumpulkan dapat dijadikan salah satu
rujukan dan bahan pembelajaran dan pengembangan ilmu
pengetahuan khususnya mengenai kajian hukum laut;
2. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam
pembuatan aturan atau regulasi dibidang kelautan khususnya
mengenai hukum laut internasional.
8BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Asas Cabotage
1. Asas Hukum
Ilmu Hukum adalah suatu ilmu Sui Generis, yang tidak dapat
dibandingkan (diukur, dinilai) dengan bentuk ilmu lain yang mana pun. Ia
memiliki berbagai ciri, yang salah satu diantaranya ialah bahwa Ilmu
Hukum itu memiliki suatu sifat empirik analitikal, yang berarti bahwa ia
memberikan suatu pemaparan dan analisis tentang isi (dan struktur) dari
hukum yang berlaku. Untuk memikirkan berbagai pengertian dalam
pertautan antara yang satu dengan yang lain (isi dan struktur), harus
dianalisis dan terutama dicoba dengan berlatar belakang asas-asas
(hukum) yang melandasi mereka.13 Berdasarkan hal tersebut, maka
jelaslah bahwa asas hukum merupakan suatu hal yang sangat
fundamental dalam pembicaraan tentang ilmu hukum. Alasan lain asas
hukum menjadi hal yang sangat fundamental dalam hukum ialah karena
dia termasuk ke dalam salah satu bagian atau objek dari dogmatika
Hukum (selain Peraturan hukum kongkret, sistem hukum dan penemuan
hukum).14
13 Meuwissen, Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat
Hukum, dialihbahasakan oleh B. Arief Sidharta, Cetakan ke-4, Bandung: PT Refika
Aditama, 2013, hlm. 55.
14 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum (Edisi Revisi), Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,
2014, hlm. 44.
9Dalam Kamus Hukum karya Sudarsono dijelaskan bahwa asas
hukum ialah:15 (1) Hukum dasar; (2) Dasar (Sesuatu yang menjadi
tumpuan berpikir atau berpendapat); dan (3) Dasar cita-cita (perkumpulan
atau organisasi). Berikutnya, jika merujuk dari pendapat para ahli
terkemuka, maka gambaran tentang asas hukum akan jauh lebih jelas
lagi. Adapun menurut Paul Scholten yang menyatakan bahwa asas hukum
ialah kecenderungan yang ditetapkan oleh moral pada hukum.16 Hal ini
pun telah diamini oleh Prof. Mochtar Koesoemaatmadja yang menyatakan
bahwa asas hukum berkaitan dengan nilai-nilai moral tertinggi, yaitu
Keadilan.17 Asas hukum juga dapat ditafsir sebagai prinsip-prinsip yang
dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas tersebut juga dapat
disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi tolak berpikir
tentang hukum. Asas-asas hukum tersebut merupakan titik tolak juga bagi
pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut.
Bahkan menurut Bellefroid bahwa asas hukum adalah norma dasar yang
dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap
berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.18 Berikutnya, kalau merujuk
pada pendapat Kraan, maka asas hukum dapat didefinisikan sebagai
bagian dari hukum yang lebih merupakan “sweeping statements”, jalan
15 Sudarsono, Kamus Hukum Edisi Baru, Cetakan ke-5, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm.
37.
16 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm. 46.
17 Mochtar Koesoemaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Cetakan ke-
2, Bandung: Alumni, 2006, hlm. vi.
18 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum:  Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty,
2009, hlm. 5.
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keluar yang dirumuskan secara mutlak untuk pemecahan suatu
permasalahan hukum.19
Dari beberapa pengertian awal tentang asas hukum diatas, maka
dapat dikerucutkan bahwa sesungguhnya asas hukum itu tidak dapat
dianggap sebagai norma-norma hukum yang kongkrit, melainkan harus
dipandang sebagai dasar-dasar umum terhadap berlakunya suatu aturan-
aturan hukum yang dibentuk berdasarkan tingkatan tertinggi dari hukum
(moralitas). Oleh sebab itu setiap pembentukan hukum praktis perlu
berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.
Asas hukum juga menjadi penting dalam hukum dikarenakan asas
hukum-lah yang membuat sistem hukum menjadi luwes, fleksibel dan
supel. Tanpa adanya asas hukum, sistem hukum menjadi kaku, tidak
luwes, tidak fleksibel. Karena sifatnya umum, maka asas hukum tidak
dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa kongkret. Asas
hukumnya harus disesuaikan, dicocokkan, dengan peristiwa kongkret
lebih dulu. Sebagaimana hukum itu sendiri merupakan cita-cita manusia;
merupakan harapan. Dengan demikian asas hukum member dimensi etis
pada hukum.20 Asas hukum juga dianggap sebagai sesuatu yang
melahirkan (sumber, inspirasi, filosofis, materiil dan formiil) dari peraturan
hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi rasio-logis peraturan-
19 Ibid.
20 Ibid. hlm. 47-48.
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peraturan hukum.21 Lanjut pula, jika kita merujuk pada pendapat Van der
Velden, bahwa sesungguhnya asas hukum adalah tipe putusan tertentu
yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau
digunakan sebagai pedoman berperilaku.22
Lanjut pula, asas-asas hukum mempunyai arti penting bagi
pembentukan hukum, penerapan hukum dan perkembangan hukum. Bagi
Pembentukan hukum, asas-asas hukum memberikan landasan secara
garis besar mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu dituangkan dalam
aturan hukum. Dalam penerapan hukum, asas-asas hukum sangat
membantu bagi digunakannya penafsiran dan penemuan hukum maupun
analogi. Sedangkan bagi perkembangan ilmu hukum, asas-asas hukum
dapat ditunjukkan berbagai aturan hukum yang pada tingkat yang lebih
tinggi sebenarnya merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itulah
peneitian terhadap asas-asas hukum mempunyai nilai yang sangat
penting baik bagi dunia akademis, pembuatan undang-undang, maupun
praktik peradilan.23
Berikutnya, asas hukum itu berakar di dalam kenyataan masyarakat
(faktor riil) dan di dalam nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh suatu
kehidupan bersama (faktor idiil). Dimana fungsi asas hukum pada
umumnya adalah menyatukan faktor riil dan faktor idiil tersebut. Fungsi
21 Abdullah Marlang, Irwansyah, dan Kaisaruddin Kamaruddin, Pengantar Hukum
Indonesia, Makassar: Yayasan Aminuddin Salle (A.S. Center), 2009, hlm. 35.
22 Sudikno Mertokusumo, Loc.Cit.
23 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 79.
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asas hukum dalam hukum bersifat mengesahkan dan mempunyai
pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Bersifat mengesahkan
karena mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk
undang-undang dan hakim. Fungsi lain asas hukum di dalam ilmu hukum
bersifat mengatur dan bersifat eksplikatif.24 Tambah pula, bahwa
sesungguhnya asas hukum mengandung nilai-nilai etis yang berfungsi
menghilangkan dan menetralisir kemungkinan terjadinya suatu konflik
dalam tataran sistem hukum yang berlaku. Oleh karena asas hukum
merupakan rasio-logis dari peraturan hukum, maka menurut Paton asas
hukum tidak akan pernah habis kekuatannya hanya karena telah
melahirkan peraturan hukum. Asas hukum tetap saja ada dan akan terus
mampu melahirkan peraturan hukum secara berkesinambungan sesuai
dengan kebutuhan. Asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan
estetis. Hukum sebagai suatu sistem, tidak menghendaki adanya suatu
konflik. Seandainya timbul dan terjadi konflik dalam sistem hukum itu,
maka asas-asas hukumlah yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik
itu.25
Asas-asas hukum juga dapat mengalami perubahan. Akan tetapi
mengingat asas hukum merupakan sesuatu yang bersifat abstrak,
perubahan asas hukum tersebut amatlah lambat dibandingkan dengan
perubahan peraturan hukum. Dengan berpegang kepada pandangan
24 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit. (Note 1), hlm. 49.
25 Abdullah Marlang, dkk., Loc.Cit.
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bahwa asas hukum yang berlaku di suatu negara dapat dipergunakan di
daerah lain, dapatlah dikemukakan bahwa asas hukum yang lama yang
asli yang dimiliki oleh suatu negara mungkin dapat diganti oleh asas
hukum yang dimiliki oleh bangsa lain karena asas hukum yang asli
tersebut tidak lagi sesuai dengan situasi yang ada.26
2. Asas Cabotage
a. Pengertian dan Dasar Filososfi Asas Cabotage
Asas cobotage merupakan salah satu dari asas yang terdapat
dalam hukum laut (Maritim Law), terutama hukum pengangkutan laut.27
Asas ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pelayaran dalam
negeri adalah sepenuhnya hak negara pantai. Negara pantai berhak
melarang kapal-kapal laut asing berlayar dan berdagang sepanjang
pantai dalam wilayah perairan negara pantai yang bersangkutan. Asas
ini sering diartikan juga sebagai pelayaran niaga nasional dari satu
pelabuhan ke pelabuhan yang lain dalam wilayah suatu negara.28
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, asas cabotage ini diartikan
sebagai asas atau prinsip yang menyatakan bahwa kegiatan pelayaran
dalam wilayah perairan suatu negara hanya dapat dilakukan oleh kapal-
26 Peter Mahmud Marzuki, Loc.Cit.
27 Asas lain yang juga dikenal adalah asas Fair Share (asas pembagian muatan secara
wajar) yairu bahwa kapal-kapal dalarn negeri alau kapal-kapal yang diaperasionalkan oleh
perusahaanperusahaan dalarn negeri mempunyai hak untuk mengangkut bagian yang
wajar dari muatan-muatan yang diangkut ke atau dari luar negeri.
28 M. Hussen Umar, Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia. Buku
2, (Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, 2001). hlm.13
14
kapal dari negara yang bersangkutan. Asas cabotage ini juga merupakan
asas yang diakui didalam hukum dan praktek pelayaran seluruh dunia
serta merupakan penjelmaan kedaulatan suatu negara untuk mengurus
dirinya sendiri, dalam hal ini pengangkutan dalam negeri (darat, laut dan
udara), sehingga tidak dapat begitu saja dianggap sebagai proteksi, yaitu
perlindungan atau perlakuan istimewa yang kurang wajar bagi
perusahaan domestik sehingga menimbulkan persaingan yang tidak
sehat.29
Banyak kalangan yang menilai pemberlakuan asas ini sebagai
suatu tindakan proteksi yang memperlakukan istimewa bagi perusahaan
domestik (nasional) sehingga dianggap menimbulkan persaingan yang
tidak sehat (unfair competition), padahal ini merupakan upaya kebijakan
yang dilakukan pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan industri dalam negeri.
Disamping itu kekeliruan yang dilakukan pemerintah dalam
menyerap arus globalisasi dan perdagangan bebas yang penerapannya
kedalam kebijakan pembangunan industri nasional seringkali malahan
merugikan keberadaan perusahaan/industri dalam negeri. Padahal
sebenarnya pemerintah harus senantiasa mengadakan penyesuaian
dengan kondisi dalam negeri. Sama halnya dengan dunia angkutan laut,
pembinaan dan dukungan pemerintah juga mutlak diperlukan untuk
29 Mochtar Kusumaatmadja dalam makalah “Pembinaan Pelayaran Nasional dalam
Rangka Penegakan Wawasan Nusantara”, disampaikan pada Seminar tentang Pelayaran
Naional, tanggal 19-20 Oktober 1994 di Kanindo Plaza, Jakarta, hlm.7
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menjadikan angkutan laut nasional menjadi tuan rumah di negerinya
sendiri.30
Hak cabotage dalam kegiatan angkutan laut (pelayaran)
sebenarnya oleh negara-negara maju pun pada era globalisasi dan
perdagangan bebas ini masih tetap mempraktekkannya, misalnya oleh
Amerika Serikat dimana berdasarkan Pasal 14 Shipping Act, pelayaran
antar benua Amerika (Minland United States) dan kepulauan Hawaii
hanya boleh dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pelayaran Amerika
Serikat saja.31 Apabila hak cabotage itu masih berlaku di Amerika Serikat
dan benarbenar dipraktekkan dan ditegakkan (enforced), sedangkan
Amerika Serikat merupakan negara maju, hal itu lebih-lebih berlaku bagi
Indonesia yang merupakan suatu negara kepulauan dimana
perhubungan laut merupakan faktor integrasi wilayah dan bangsa yang
penting dan dapat dikatakan bukan saja urat nadi bahkan jantung dari
pada kehidupan bangsa.32
b. Asas Cabotage Perspektif Hukum Internasional
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa Hukum Laut
Internasional melalui Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan
wewenang dan kedaulatan penuh kepada negara pantai dalam wilayah
laut teritorialnya. Asas cabotage merupakan bagian dari
30 Hasim Purba, Hukum Pengangkutan di Laut, Perspektif Teori dan Praktek,
(Medan:Pustaka Bangsa Pers,2005) hlm. 22-23
31 Mochtar Kusumaatmadja, Loc.Cit
32 Ibid
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pengimplementasian kedaulatan tersebut kedalam suatu bentuk
kebijakan negara pantai untuk membatasi kapal-kapal asing yang masuk
ke wilayahnya, khususnya wilayah perairan pedalaman. Karena untuk
wilayah teritorial lainnya seperti lintas damai dan zona tambahan negara
wajib memberikan lintas damai bagi kapal asing, namun demikian dalam
batas-batas yang sudah diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982.
Banyak negara yang menggunakan asas cabotage dan wawasan
kebangsaan sangat kuat tercermin dalam kebijakan maritim mereka,33
industri pelayaran sebagai kawasan yang memiliki teritorial di wilayah
laut. Bagi negara-negara yang telah lebih dulu mapan di bidang maritim,
tentu ini menjadi sesuatu hal yang sangat dipertahankan untuk lebih
mengembangkan wawasan kebangsaan mereka disamping menjaga
kedaulatan negara mereka sebagaimana yang telah di gariskan secara
tegas didalam hukum internasional.
Hukum laut internasional memberikan keleluasaan sepenuhnya
kepada suatu negara pantai untuk mempertahankan serta mengelola
sumber daya yang ada di wilayah laut teritorialnya secara mandiri. Jika
kita tinjau dari sisi pertahanan dan keamanan suatu negara, maka
armada angkutan dalam negeri suatu negara pantai dapat
dimobilisasikan sebagai pendukung pertahanan negara di laut. Ini dapat
dilakukan apabila negara dalam keadaan bahaya. Karena itu, sistem
33 Lihat http:// www.mappel.org/kajian-ilmiah-untuk-inpres-ii diakses pada tanggal 5
Desember 2016, Pada pukul 20.10 WITA
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pelayaran yang kuat harus menjadi tujuan suatu negara pantai dengan
memiliki kapal-kapal sendiri sebagai implementasi asas cabotage secara
utuh.
Hal tersebut sesuai dengan dasar dan kepentingan utama
penerapan asas cabotage. Pertama, menjamin dan melindungi
infrastruktur pembangunan kelautan negara pantai, terutama pada saat
negara dalam keadaan darurat, dibandingkan jika infrastruktur itu dimiliki
negara asing yang sewaktu-waktu semua itu dapat ditarik. Kedua,
membangun armada niaga yang kuat dan memadai, mengisi kebutuhan
angkutan laut dalam negeri, dan mendukung kegiatan ekonomi kelautan
lainnya. Ketiga, mendukung kepentingan keamanan, pertahanan, dan
ekonomi nasional. Keempat, armada pelayaran niaga menjadi bagian
dari sistem pertahanan negara yang siap dimobilisasi saat negara
membutuhkan.34
Kedaulatan negara atas laut dapat diartikan sebagai hak bagi
negara untuk melakukan penguasaan dan pengelolaan atas laut guna
dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat. Efektivitas kedaulatan negara di laut sangat tergantung kepada
kemampuan dan kapasitas pemerintah dalam pemeliharaan dan
pemanfaatan sumber daya alam, khususnya di laut untuk selanjutnya
34 Lihat http://indomaritimeinstitute.org, diakses tanggal 5 Desember 2016, Pada pukul
20.14 WITA
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mendukung aplikasi peran seluruh komponen bangsa dalam
pengelolaan laut.
c. Perspektif Hukum Positif Indonesia
Untuk mengetahui kewenangan Indonesia sebagai negara pantai
dalam menegakkan hukum di wilayah laut di bawah kedaulatannya,
maka penting untuk diketahui mengenai yurisdiksi yang
merepresentasikan hak dan kewenangan negara tersebut atas
penerapan hukum nasionalnya. Penegakan hukum di wilayah laut
Indonesia menggunakan yurisdiski yang berasaskan teritorial. Asas
teritorial menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku bagi orang,
perbuatan, dan benda yang ada di wilayahnya. Berlakunya yurisdiksi
teritorial berdasarkan kedaulatan negara yang bersangkutan atas
wilayahnya. Yuridiksi teritorial juga diartikan sebagai kekuasaan negara
secara geografis yang menggambarkan bagian permukaan bumi dan
ruang angkasa di atasnya serta tanah di bawahnya yang merupakan
kedaulatan atas wilayahnya baik meliputi orang maupun benda di
dalamnya.
Dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, asas
cabotage diatur dalam ketentuan mengenai Pelayaran. Indonesia sendiri
mempunyai peraturan nasional di bidang pelayaran sejak tahun 1992,
yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
Sebelum diberlakukannya Undang-Undang ini, dalam bidang pelayaran
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Indonesia masih mengacu pada aturan-aturan yang dibuat pada masa
pemerintahan kolonial Belanda. Dengan mulai diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran ini, dalam
ketentuannya mencabut dan tidak memberlakukan lagi beberapa
peraturan produk pemerintahan kolonial Belanda tersebut yang
mengatur tentang pelayaran. Dalam ketentuan Undang-Undang ini asas
cabotage sudah mulai diatur walaupun masih belum tegas dan ketat,
sebab dalam ketentuannya masih dibuka peluang adanya ketentuan
pengecualian bahwa dalam keadaan tertentu dan persyaratan tertentu,
pemerintah dapat menetapkan penggunaan kapal berbendera asing
untuk dioperasikan didalam negeri. Yang dimaksud dengan keadaan
tertentu adalah apabila belum terpenuhinya kebutuhan ruang kapal bagi
angkutan laut dalam negeri, sedangkan persyaratan tertentu adalah
bahwa kapal berbendera asing tersebut harus dioperasikan oleh badan
hukum Indonesia atau perusahaan pelayaran nasional Indonesia.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 belum
memberikan suatu kepastian berlakunya asas cabotage secara
konsekuen, kondisi seperti ini sebagai salah satu penyebab kapal-kapal
berbendera asing menguasai pangsa muatan angkutan dalam negeri.
Keadaan ini terus berlanjut sampai dengan tahun 2005, dimana
dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Dalam amanatnya Presiden
menginstruksi untuk menerapkan asas cabotage secara konsekuen dan
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merumuskan kebijakan serta mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing guna
memberdayakan industri pelayaran nasional. Instruksi Presiden ini
ditujukan kepada 13 Kementrian dan para Gubernur/Bupati/Walikota di
Seluruh Indonesia. Instruksi Presiden ini berlaku sejak ditandatangani
oleh Presiden pada tanggal 28 Maret 2005.
Dalam perjalanannya Menteri Perhubungan mengeluarkan
peraturan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005
tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Indonesia dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 2005 tentang Pengangkutan
Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut Dalam Negeri. Ketentuan ini
menegaskan pelaksanaan pengangkutan seluruh barang/muatan
dilaksanakan pada saat peraturan Menteri ini ditetapkan, kecuali
pengangkutan barang/muatan terhadap pengangkutan minyak kelapa
sawit, bahan galian tambang (mine and quarry), biji-bijian lainnya (other
grains), sayur, buah-buahan dan ikan segar (fresh product),
pengangkutan muatan cair dan bahan kimia lainnya dan bijian hasil
pertanian, pengangkutan minyak dan gas bumi, pengangkutan batu
bara, pengangkutan penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan
gas bumi. Bagi pengangkutan barang/muatan antarpelabuhan laut di
dalam negeri yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh
peraturan menteri tersebut, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan
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izin usaha angkutan laut/izin operasi angkutan laut khusus sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.35
Saat ini aturan tentang pemberlakuan asas cabotage semakin
dipertegas dengan di undangkannya Undang-Uandang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran beserta aturan turunan lainnya baik itu peraturan
pemerintah maupun peraturan menteri terkait.
B. Hukum Laut Internasional tentang Pelayaran
1. Hukum Laut
a. Sejarah Hukum Laut dan Konvensi Hukum Laut PBB Tahun
1982
Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara
lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau
multilateral yang berarti pula merupkan batas kekuasaan suatu negara,
sejauh garis terluar batas wilayahnya.36
Dalam perkembangan hukum internasional, batas kekuasaan yang
merupakan batas wilayah suatu negara sangat dipegng erat,
pelanggaran terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal bahkan
35 Dalam Pasal 3 KM 71 tahun 2005 disebutkan untuk pengangkutan barang/muatan
sebagai berikut diberi jangka waktu untuk pemberlakuannya sbb: 1. pengangkutan minyak
kelapa sawit, bahan galian tambang (mine and quarry), biji-bijian lainnya (other grains),
sayur, buah-buahan dan ikan segar (fresh product) dilaksanakan selambat-lambatnya1
Januari 2008; 2. pengangkutan muatan cair dan bahan kimia lainnya dan bijian hasil
pertanian, dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Januari 2009; 3. pengangkutan minyak dan
gas bumi, dilaksanakan selambatlambatnya 1 Januari 2010; 4.pengangkutan batu bara,
dilaksanakan pada saat berakhirnya masa kontrak dan selambat-lambatnya 1 Januari
2010; 5. pengangkutan penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi,
dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Januari 2011.
36 Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 6
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dapat menimbulkan kerenggangan hubungan dan apabila berlarut-larut
akan berakibat peperangan. Dengan batas wilayah dituntut hubungan
yang baik bagi setiap negara dan perjanjian-perjanjian yang diciptakan
perlu ditaati agar tidak merugikan kepentingan negara lain.37
Penentuan batas wilayah yang meliputi kelautan di dalam
pembuatannya selalu memperhatikan bentuk konsekuensi dan
pertimbangan lain sehingga kepentingannya sama-sama berjalan.38
Penandatanganan akhir pada tanggal 10 Desember 1982, di
Montego Bay – Jamaica, oleh sejumlah besar negara (tidak kurang dari
118 negara) yang terwakili dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Ketiga tentang Hukum Laut 1973-1982 (UNCLOS) guna
menyusun suatu ketentuan hukum internasional yang komprehensif
berkaitan dengan hukum laut di bawah judul Perserikatan Bangsa-
Bangsa mengenai Hukum Laut, mungkin merupakan perkembangan
paling penting dalam keseluruhan sejarah ketentuan hukum
internasional berkenaan dengan lautan bebas. Dalam kaitan ini, yang
perlu di kemukakan hanyalah bahwa sebagian terbesar dari Konvensi,
yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang cukup penting di
dalamnya, meskipun hukum yang lama banyak berubah karenanya, saat
ini tampaknya menuntut konsensus umum dari masyarakat
internasional.39
37 Ibid. hlm. 6
38 Ibid. hlm. 1
39 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 322
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b. Laut Teritorial dan Laut Kepulauan Indonesia
(1) Laut Teritorial
Pasal 2 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa kedaulatan negara
pantai selain di wilayah daratan dan perairan pedalamannya dan dalam
hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi juga laut
territorial, ruang udara di atasnya dan dasar laut serta lapisan tanah di
bawahnya. Lebar dan batas-batas laut territorial negara-negara diatur
dalam Pasal 3-7, menurut Pasal-Pasal tersebut batas laut territorial tidak
boleh melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Garis pangkal biasa
(normal) adalah marka pasang surut seperti yang terlihat pada peta skala
besar yang secara resmi diakui oleh negara pantai. Namun demikian,
dalam hal kepulauan yang terletak pada atol-atol atau kepulauan-
kepulauan yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, garis pangkal
itu adalah garis pasang surut pada sisi karang kea rah laut sebagaimana
yang ditunjukkan oleh tanda yang jelas pada peta-peta yang secara
resmi diakui oleh negara pantai.
Garis pangkal lurus dapat dipakai berdasarkan keadaan-keadaan
yang diuraikan dalam Pasal 7. Garis-garis demikian yang
menghubungkan titik-titik yang dapat ditarik untuk tempat-tempat di
mana garis pantai menjorok ke dalam dan menikung ke dalam atau
apabila terdapat suatu deretan pulau di sepanjang pantai di dekatnya.
Apabila karena adanya suatu kondisi alam lainnya yang membuat garis
pantai sangat tidak tetap, maka titik-titik yang tepat dapat dipilih di
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sepanjang garis air rendah yang paling jauh menjorok ke laut. Garis-garis
yang ditarik tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum
garis pantai, dan bagian-bagian laut yang terletak di dalam garis pangkal
demikian harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat
tunduk pada rezim perairan pedalaman.
Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut,
kecuali jika di atasnya didirikan mercusuar atau instalasi-instalasi serupa
yang secara permanen ada di atas permukaan laut, kecuali dalam hal
penarikan pangkal garis lurus ke dan dari elevasi demikian telah
memperoleh pengakuan internasional. Sistem penarikan garis pangkal
lurus tersebut tidak boleh di terapkan apabila mengakibatkan
terpotongnya laut territorial negara lain dari laut lepas atau dari zona
ekonomi eksklusif.
Pasal 15 mengatur penetapan garis batas laut territorial di antara
negara-negara yang negaranya saling berhadapan, atau berdampingan,
tidak stupun dari kedua negara berhak, kecuali ada persetujuan
sebaliknya di antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya
melebihi garis tengah yang titik-titiknya sara jaraknya dari titik-titik
terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut territorial masing-
masing negara itu diukur.40
40 Ibid. hlm. 384
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(2) Laut Kepulauan
Zona ekonomi eksklusif bukanlah satu-satunya perluasan yang
drastis dari berbagai hak negara-negara di pantai yang tercantum dalam
konvensi, sedangkan rezim kepulauan yang baru juga menunjukkan hal
yang sama. Pasal 46 UNCLOS III mengartikan suatu kepulauan sebagai
kelompok pulau-pulau dan berkaitan dengan perairan yang
menghubungkannya sehingga membentuk kesatuan geografis, ekonomi
dan politik atau secara historis telah dianggap demikian. Suatu negara
kepulauan adalah negara yang keseluruhannya terdiri atas satu
kepulauan atau lebih. Negara-negara ini dapat menarik garis pangkal
lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau
dan karang-karang kering terluar dari gugus kepulauan tersebut. Di
dalam garis-garis pangkal kepulauan tersebut sudah termasuk pulau-
pulau utama dan perbandingan antara perairan dan daratan adalah 1:1
sampai 9:1. Panjang garis pangkal lurus kepulauan tidak boleh melebihi
100 mil laut kecuali 3 persen dengan seluruh garis pangkal lurus
kepulauan tersebut dapat mencapai 125 mil laut dan garis pangkal
kepulauan tidak boleh menyimpang  dari konfigurasi umum kepulauan.41
Lebar laut territorial, jalur tambahan, zona ekonomi eksklusif dan
landas kontinen diukur dari garis-garis pangkal sesuai Pasal 48. Ini
berarti behwa kedaulatan negara kepulauan meliputi perairan yang
41 Ibid. hlm. 14
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dikelilingi oleh garis pangkal tersebut, termasuk udara di atasnya serta
dasar laut dibawahnya (Pasal 49).
2. Hukum Pelayaran dalam Hukum Laut
a. Penyelenggaraan Angkutan di Laut
Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969.
Yang menjadi dasar ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 1969 ialah bahwa angkutan laut sebagai sarana perhubungan
perlu diselenggarakan atas dasar kepentingan umum dan ditunjukkan
untuk membina ekonomi negara serta melayani dan mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional, dan untuk mencapai tujuan tersebut
perlu menetapkan dasar-dasar pokok mengenai perusahaan dan
penyelenggaraan angkutan laut dengan memperhatikan peningkatan
efisiensi kerja dari aparatur serta segala kegiatan usaha yang bersifat
menunjang.
1. Perusahaan Pelayanan Dalam Negeri
- Penyelenggaraan pelayaran dalam negeri diusahakan dalam pola
penilaian wawasan nusantara dengan cara penyelenggaraan suatu
pelayaran yang tetap dan teratur diseluruh wilayah nusantara;
- Pelayaran dalam negeri merupakan segala jenis usaha pelayaran
yang diselenggarakan antar pulau yang sering disebut sebagai
pelayaran inter insuler (inter island).
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- Penyelenggaraan pelayaran dalam negeri pada prinsipnya
diselenggarakan oleh perusahaan pelayaran Indonesia. Jika terjadi
kekurangan ruangan kapal, dapat diambil kebijaksanaan
menggunakan kapal-kapal yang bukan berbendera Indonesia atas
dasar charter, sewa ataupun perjanjian lainnya dengan tetap
memperhatikan persyaratan teknis, keamanan dan keselamatan
pelayaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Penyelenggaraan pelayaran dalam negeri dapat dilakukan setelah
mendapat izin usaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
sedang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969.
Penguasaan pelayaran dalam negeri itu meliputi :
(1) Pelayaran nusantara
Pelayaran nusantara yaitu pelayaran untuk melakukan usaha antar
pelabuhan Indonesia tanpa memandang jurusan yang ditempuh sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Penyelenggaraan pelayaran nusantara
dilakukan oleh kapal-kapal berbendera Indonesia dan diusahakan oleh
perusahaan pelayaran Indonesia. Penyelenggaraan pelayaran
nusantara dibina untuk terjaminnya penyelenggaraan angkutan laut
diseluruh wilayah Indonesia secara tetap dan teratur, dan perlu
didasarkan pada suatu pola trayek angkutan laut yang mencerminkan
perniagaan dan arah perkembangan ekonomi negara Indonesia.
Penyelenggaraan yang tetap dan teratur dapat diarahkan kepada suatu
cara bentuk gabungan atau kesatuan operasional yang terorganisir.
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Menunjang adanya trade centres sebagai pusat jaringan trayek-trayek
yang tetap dan teratur dari pelayaran, perlu di dorong adanya kegiatan-
kegiatan akumulasi transhipment.
Pelayaran nusantara dapat dilakukan oleh kapal-kapal bukan
berbendera Indonesia yaitu kapal-kapal berbendera negara sahabat dan
harus mendapat izin (dispensasi) syarat bendera untuk melakukan
pelayaran nusantara. Untuk memenuhi kebutuhan angkutan laut yang
teratur dan merata, maka setiap perusahaan pelayaran dapat diwajibkan
melayari satu atau beberapa trayek tertentu. Untuk menyelenggarakan
pelayaran nusantara harus ada izin dari menteri perhubungan atau
pejabat-pejabat yang ditunjuk. Adapun yang menjadi syarat untuk
mendapatkan izin tersebut ialah bahwa pelayaran nusantara itu
merupakan perusahaan milik negara, milik pemerintah daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; merupaka suatu
badan hukum berbentuk PT (perseroan terbatas) serta memiliki satu
kapal lebih dari 1 (satu) unit dengan jumlah 3000 m3 isi kotor atau 1100
BRT. Disamping ini harus tersedia modal kerja yang cukup untuk
kelancaran usaha atas dasar norma-norma ekonomi perusahaan dan
akhirnya harus melaksanakan kebijaksanaan umum pemerintah dalam
bidang penyelenggaraan angkutan laut nusantara, yang  menjadi
kewajiban yang dibebankan kepada pengusahaan pelayaran nusantara
tersebut adalah :
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- Harus ada syarat pengumuman kepada umum tentang perjalanan
kapal, tarif dan syarat-syarat pengangkutan;
- Harus menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan dalam surat izin;
- Menerima pengangkutan penumpang, barang, hewan dan pos
sesuai dengan persyaratan teknis kapal;
- Memberikan prioritas pengangkutan kepada barang-barang
sandang, bahan-bahan industri dan ekspor.
- Memberi tahukan kepada pejabat yang ditunjuk menteri tentang
tarif angkutan yang digunakan, manifest dan kerjasama lainnya
serta informasi-informasi yang diperluka.
(2) Pelayaran lokal
Pelayaran lokal ialah usaha pengangkutan laut antar pelabuhan
Indonesia yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan angkutan daerah
yang fungsinya sebagai feeder guna menunjang kegiatan pelayaran
nusantara dan pelayaran samudera menggunakan kapal-kapal, sesuai
teknis yang berukuran 500 m3 isi kotor dibawah atau sama dengan 175
BRT ke bawah. Pelayaran lokal dalam fungsi sebagai feeder diwajibkan
menaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang ditetapkan
mengenai pelayaran nusantara dalam rangka operasi bersama (joint
operation).
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(3) Pelayaran rakyat
Pelayaran rakyat ialah pelayaran nusantara dengan
menggunakan perahu layar termasuk yang dilengkapi dengan motor
sebagai alat penggerak pembantu. Penyelenggaraan pelayaran rakyat
didasarkan atas kepentingan umum dan disesuaikan dengan sifat dan
kondisi yang ada. Penyelenggaraan pelayaran rakyat diarahkan untuk
dapat berfungsi dan berperan sebagai penghubung utama dengan
tempat-tempat/maupun daerah-daerah yang tak mungkin dikunjungin
oleh kapal-kapal nusantara dan sekaligus berfungsi sebagai feeder
terhadap pelayaran lokal nusantara.
(4) Pelayaran pedalaman, terusan dan sungai
Ternyata tentang pelayaran pedalaman, terusan dan sungai ini,
bimbingan dan pengurusannya telah dilimpahkan kepada Dirjen
Perhubungan Laut.
(5) Pelayaran penundaan laut
Pelayaran penundaan laut ialah pelayaran nusantara yang
didalam penyelenggaraannya menggunakan tongkang-tongkang yang
ditarik oleh kapal-kapal pandu.
2. Pengusahaan Pelayaran Luar Negeri
Pelayaran luar negeri untuk meningkatkan ekspor dan
perkembangan ekonomi nasional pembinaannya diarahkan untuk
memperoleh bagian yang wajar dan volume muatan dalam lalu lintas
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perniagaan luar negeri satu dan yang lain dengan tetap memperhatikan
kemampuan yang riil serta efisiensi perusahaan serta pelayarannya.
Pelayaran luar negeri pada dasarnya menggunakan sistem pelayaran
tetap dan teratur untuk menjamin tingkat freight yang layak dan stabil
serta tersedianya ruangan angkutan secara tetap dan teratur (linear
system). Disamping penyelenggaraan pelayaran luar negeri dengan
linear system dapat pula dilakukan dengan kapal-kapal yang
menyelenggarakan pelayaran tidak tetap. Hal ini dimaksud guna
mengatasi kebutuhan angkutan pelayaran luar negeri yang dapat dilayari
oleh kapal-kapal liner.
Pelayaran luar negeri oleh perusahaan pelayaran Indonesia pada
prinsipnya harus menggunakan kapal-kapal berbendera Indonesia. Bila
terjadi kekurangan kapal maka dapat digunakan kapal-kapal
(berbendera sahabat) atar dasar sewa charter atau perjanjian lainnya
dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis, keamanan dan
keselamatan pelayaran sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
Pelayaran luar negeri dapat di lakukan setelah mendapat izin usaha
sesuai ketentuan-ketentuan peraturan yang sedang berlaku.
Pengusahaan pelayaran luar negeri menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 1969 tersebut meliputi:
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a. Pelayaran samudera dekat
- Pelayaran samudera dekat ialah pelayaran ke pelabuhan negara
tetangga yang melebihi jarak 3000 mil laut dari pelabuhan terluar
Indonesia tanpa memandang jurusan.
- Pelayaran samudera dekat merupakan usaha pelayaran yang berdiri
sendiri mengingat kenyataannya tidak dapat diadakan pembatasan
yang tajam antara pelayaran nusantara dengan pelayaran luar
negeri ke dan dari negara-negara tetangga tersebut.
- Dengan demikian pelayaran samudera dekat dapat pula
dilaksanakan oleh perusahaan pelayaran nusantara.
- Pelayaran samudera dekat yang dimungkinkan perusahaan
pelayaran nusantara untuk sewaktu-waktu pelaksanaannya
disesuaikan dengan operasi serta ruangan kapal dengan kebutuhan
angkutan yang dapat bersifat berubah-ubah pada suatu saat.
b. Pelayaran samudera
- Pelayaran samudera ialah pelayaran ke dan dari luar negeri yang
bukan merupakan pelayaran samudera dekat.
- Penyelenggaraan pelayaran samudera dilaksanakan dengan kapal-
kapal besar dengan jarak tak terbatas sepanjang tetap memenuhi
persyaratan keamanan dan keselamatan (teknis nautis) masih harus
diperhatikan pula persyaratan yang didasarkan pada perhitungan
dari segi-segi ekonomi perusahaan.
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- Dalam penyelenggaraan pelayaran samudera (pelayaran laut
samudera) demi membantu pertumbuhan dan perkembangan
pelayaran yang dimaksud dapat diadakan kerjasama dengan luar
negeri atas dasar ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku
(misalnya: tentang permodalan, tenaga-tenaga ahli, pemberian
kredit dan lain-lain).
3. Pelayaran Khusus
- Pelayaran khusus ialah pelayan dalam dan luar negeri dengan
menggunakan kapal-kapal pengangkut khusus untuk mengangkut
hasil-hasil usaha lainnya yang bersifat khususu, sepertii minyak
bumi, batu bara, biji besi, biji nikel, timah, bauksit dan barang-barang
bulk lainnya.
- Penyelenggaraan pelayaran khusus diarahkan kepada sasaran
untuk dapat dikuasainya angkutan barang-barang bulk tersebut oleh
armada kapal-kapal niaga Indonesia.
- Pengaturan dan penyelenggaraan pelayaran khusus hingga kini
belum diatur secara khusus42
b. Hal yang Bersangkutan Dengan Pelayaran di Laut
Setelah meninjau pentingnya unsur pengangkutan laut dengan
segala aspeknya dalam pengimplementasian wawasan nusantara, perlu
42 Wiwoho Soedjono, Pengangkutan Laut Dalam Hubungannya Dengan Wawasan
Nusantara, (Jakarta: PT. Bina Aksara), hlm. 37-42
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pula diperhatikan faktor-faktor yang menunjang agar terjaminnya
kepentingan bangsa Indonesia agar pembangunan nasional segera
tercapai. Yang utama ialah mengembangkan dan meningkatkan
kemampuan sarana industri dan jasa meritim untuk mendukung
pembuatan, pemeliharaan, pengembangan sarana dan fasilitas. Demi
memfungsionalkan pengangkutan laut sebagai sarana penghubungan
guna tercapainya wawasan nusantara maka perlu dikembangkan
pengaturan keamanan dan keselamatan lalu lintas/kegiatan di dan lewat
laut diantaranya yang meliputi: pengaturan innocent passage, transit
passage, marinesafety, maritime safety, perambuan, pelabuhan, dan
Bandar laut, mahkamah pelayaran, galangan-galangan kapal serta
pengaturan pembangunan di dan lewat serta di atas laut.
Juga perlu diperhatikan bahwa laut adalah alat pemersatu antar
pulau dan bukan sebagai media pemisah, perlu lah dimiliki suatu armada
niaga yang tangguh dan di tunjang oleh saranan yang mantap. Hal ini
mengandung maksud agar terselenggaranya dan tersediannya produksi
dan jasa angkutan laut di dalam negeri dan ke/dari luar negeri termasuk
semua unsur penunjangnya dalam suatu sistem transportasi nasional
yang terpadu, untuk menunjang pemerintah dalam pembangunan
nasional dan turut serta memelihara persatuan dan kesatuan rakyat,
bangsa, dan negara Republik Indonesia.
Agar pelaksanaan pengangkutan laut dapat berjalan dengan aman,
lancar maka hal-hal yang menjadi faktor penunjang perlu juga
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diperhatikan. Perlu adanya pemeliharaan terhadap rambu-rambu, alat-
alat navigasi dan pemeliharaan mercu suar (maritime safety). Di dalam
ordonasi kapal-kapal tahun 1935 (schepen-ordonasi) tentang
keselamatan pelayaran yang antara lain mengatur tentang isyarat-isyarat
termasuk alarm darurat, kewajiban memberi bantuan dan hak meminta
serta berita-berita tentang bahaya. Disamping itu terdapat peraturan-
peraturan yang mengatur tentang pemandu yang dimuat di dalam
ordonasi dinas pandu (loods dienst reglement) tahun 1927 yang pada
garis besarnya mengatur tentang ke-syahbandaran, antara lain
mengenal pemanduan, perambuan, penerangan pantai, isyarat-isyarat
telegrap radio.
Berdasarkan Kepres Nomor 107 Tahun 1968 Konvensi Colreg
(International Regulations for Preventing Collisions at Sea) telah diratifisir
oleh Pemerintah Indonesia sebagai peraturan yang berlaku di negeri kita.
Konvensi tersebut mengatur tentang hal-hal yang mengenai
pengamatan, kecepatan yang aman, sistem pemisahan lalu lintas
tindakan-tindakan dari kapal yang harus mempertahankan haluan dan
kecepatan, tanggung jawab kapal satu dengan yang lainnya, kapal-kapal
yang oleh saratnya dibatasi dalam kemampuannya untuk mengela
bahaya tubrukan.
Dalam Konvensi Colreg 1960 terdapat juga tindakan keselamatan
yang diperlukan dalam hal penyimpangan kapal-kapal, lampu-lampu dan
tanda-tanda benda pada siang hari. Karena di dalam pengangkutan di
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laut itu kapal memegang peran yang sangat penting, maka perlu adanya
pembinaan dan pengawasan terhadap layak lautnya (sea worhnes)
kapal sehingga keamanan dan keselamatan pelayaran dapat terjamin.
Tentang keselamatan kapal diatur dalam ordonasi kapal 1935 S. 1935
yang antara lain memuat ketentuan-ketentuan umum, ketentuan-
ketentuan khusus tentang badan kapal, perlengkapan, sertifikat,
kesempurnaan, sertifikat, keselamatan sertifikat keselamatan radio,
perangkat telegrap radio, alat-alat penolong berikut alat perlengkapan
yang ditetapkan satu-persatuannya dalam hal-hal istimewa, ataupuin
terhadap barang-barang tertentu.43
C. Negara Kepulauan
1. Sejarah Lahirnya Deklarasi Djuanda
Indonesia sendiri memulai sejarah baru di bidang hukum laut ketika
pada tanggal 13 Desember 1957 Perdana Menteri Djuanda mengeluarkan
sebuah deklarasi mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia
yang berbunyi sebagai berikut :
“Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu Negara Kepulauan
yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat corak
tersendiri. Bagi keutuhan territorial dan untuk melindungi
kekayaan Negara Indonesia semua kepulauan serta laut terletak
di antaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang
bulat. Penentuan batas laut territorial seperti termaktub dalam
Territoriale Zeen en Maritime Kringen Ordonnantie 1939 Pasal 1
ayat (1) tidak sesuai lagi dengan pertimbangan-pertimbangan di
atas karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-
bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.44
43 Ibid. hlm. 63-66
44 Pasal 1 TZMKO 1939 berbunyi : “ Laut territorial Indonesia : daerah laut yang
membentang ke arah laut sampai jarak tiga mil laut dari garis air surut pulau-pulau atau
bagian-bagian pulau-pulau yang termasuk wilayah Republik Indonesia …”.
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka Pemerintah
menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang
menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan
tidak memandang daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian
dari pada wilayah pedalaman atau Nasional yang berada di bawah
kedaulatan mutlak Indonesia. Lalu-lintas yang damai di perairan
pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selamat dan sekedar tidak
bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara
Indonesia. Penentuan batas laut territorial yang lebarnya 12 mil diukur dari
garis-garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau
Negara Indonesia.”45 Pasal 1 TZMKO 1939 berbunyi :
“Laut territorial Indonesia : daerah laut yang membentang ke
arah laut sampai jarak tiga mil laut dari garis air surut pulau-pulau
atau bagian-bagian pulau-pulau yang termasuk wilayah Republik
Indonesia …”.
TZMKO 1939 ini adalah produk kolonial yang harus segera
dinyatakan tidak berlaku lagi karena semua ketentuannya bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan dan Konvensi Hukum Laut 1982
(United Nations Convention on the Law of the Sea) atau disingkat
UNCLOS 1982.
TZMKO 1939 ini adalah produk kolonial yang harus segera dinyatakan tidak berlaku lagi
karena semua ketentuannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea) atau
disingkat UNCLOS 1982.
45 Lihat teks utuh Pengumuman Pemerintah mengenai Wilayah Perairan Negara Republik
Indonesia yang dibuat di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1957.
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Deklarasi Djuanda itu disiapkan dalam rangka menghadiri
Konferensi Hukum Laut di Jenewa pada bulan Februari 1958.
Pengumuman Pemerintah Indonesia yang menyatakan Indonesia sebagai
negara kepulauan itu mendapat protes keras dari Amerika Serikat,
Australia, Inggris, Belanda, dan New Zealand, tetapi mendapat dukungan
dari Uni Soviet (sekarang Rusia), dan Republik Rakyat Cina, Filipina,
Ekuador.46 Deklarasi Djuanda dipertegas lagi secara juridis formal dengan
dibuatnya Undang-Undang Nomor 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan
Indonesia. Dengan adanya UU No.4/Prp/ Tahun 1960 tersebut,
menjadikan luas wilayah laut Indonesia yang tadinya 2.027.087 km2
(daratan) menjadi 5.193.250 km2, suatu penambahan yang wilayah
berupa perairan nasional (laut) sebesar 3.166.163 km2.47
Di pihak lain, yaitu dalam tataran internasional masyarakat
internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa terus melakukan
berbagai upaya kodifikasi hukum laut melalui konferensi-konferensi
internasional, yaitu Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 (United
Nations Conference on the Law of the Sea - UNCLOS I) yang
menghasilkan 4 (empat) Konvensi, tetapi Konferensi tersebut gagal
menentukan lebar laut territorial dan konsepsi negara kepulauan yang
diajukan Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan Konferensi kedua
(UNCLOS II) yang juga mengalami kegagalan dalam menetapkan dua
46 Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut, Binacipta: Bandung, 1978, hlm.
29
47 Ibid., hlm. 34.
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ketentuan penting tersebut, yang penetapan lebar laut teritorial dan
negara kepulauan.
UNCLOS I dan UNCLOS II telah gagal menentukan lebar laut
territorial dan konsepsi Negara kepulauan karena berbagai kepentingan
setiap Negara, maka PBB terus melanjutkan upaya kodifikasi dan unifikasi
hukum laut internasional terutama dimulai sejak tahun 1973 di mana tahun
1970an itu merupakan awal kebangkitan kesadaran masyarakat
internasional atas pentingnya mengatur dan menjaga lingkungan global
termasuk lingkungan laut, sehingga melalui proses panjang dari tahun
1973-1982 akhirnya Konferensi ketiga (UNCLOS III) itu berhasil
membentuk sebuah Konvensi yang sekarang dikenal sebagai Konvensi
PBB tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of
the Sea) yang ditandatangani oleh 119 Negara di Teluk Montego Jamaika
tanggal 10 Desember 1982.48 Ketika Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut
masih dalam proses perdebatan, Indonesia adalah telah mengumumkan
pada tanggal 21 Maret 1980 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
selebar 200 mil, dan ternyata bersinergi dengan terbentukya Konvensi
tersebut, sehingga sesuai dengan praktik Negara-negara dan telah
diaturnya ZEE dalam Konvensi Hukum Laut 1982, maka Indonesia
mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia yang mempunyai karakter sui generis itu.49
48 Konvensi Hukum Laut 1982 sekarang sudah diratifikasi oleh lebih 160 Negara.
49 Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut
Internasional (UNCLOS 1982) Departemen Kelautan Dan Perikanan Tahun 2008, hlm.11
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2. Konsep Wawasan Nusantara dalam Konvensi Hukum Laut 1982
Konvensi Hukum Laut 1982 sekarang sudah diratifikasi oleh lebih
160 Negara. Sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
Wawasan Nusantara yang dalam status juridisnya adalah negara
kepulauan (archipelagic states) sudah diakui oleh masyarakat
internasional dengan adanya Konvensi Hukum Laut 1982 yang diatur
dalam Bab IV Pasal 46 yang berbunyi sebagai berikut :
(a) “archipelagic State” means a State constituted wholly by one
or more archipelagos and may include other islands;
(b) “archipelago” means a group of islands, including parts of
islands, interconnecting waters and other natural features which
are so closely interrelated that such islands, waters and other
natural features form an intrinsic geographical, economic and
political entity, or which historically have been regarded as such.50
Negara kepulauan adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari
satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
Kepulauan berarti suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan
di antaranya dan lain-lain wujud ilmiah yang hubungannya satu sama
50 Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 Bab IV Pasal 46
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lainnya demikian erat, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah
lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang
hakiki atau yang secara histories dianggap sebagai demikian.
Di balik keberhasilan Indonesia yang telah memperjuangkan lebar
laut teritorial sejauh 12 mil laut dan perjuangan yang
terpenting diterimanya konsep wawasan nusantara menjadi negara
kepulauan oleh dunia internasional adalah tersimpannya tanggung jawab
besar dalam memanfaatkan perairan Indonesia (perairan pedalaman,
perairan kepulauan dan laut teritorial) dan kekayaan sumber daya alam di
dalamnya dengan seoptimal mungkin bagi kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat Indonesia. Tanggung jawab besar yang diemban
oleh NKRI ini untuk menjadikan negara ini menjadi negara besar yang
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Indonesia mempunyai peranan yang mahapenting untuk
menjaga Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai wilayah
laut sangat luas dan mengelola kekayaan sumber daya alamnya dengan
baik dan benar. Peranan tersebut dapat berupa adanya anggaran yang
memadai untuk pembangunan di bidang kelautan dan penegakan hukum
dan kedaulatan NKRI di Perairan Indonesia, zona tambahan, zona
ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, dan laut lepas sebagaimana
diatur oleh Konvensi Hukum Laut 1982 dan hukum internasional lainnya.
Indonesia secara juridis formal sudah sangat kuat atas wilayah lautnya,
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tetapi konsekuensinya adalah Indonesia harus menjaga kekayaan sumber
daya alam di laut dan memanfaatkannya dengan optimal bagi kepentingan
nasional dan seluruh rakyat Indonesia. Apabila Indonesia tidak mau
menjaganya dengan baik, maka apa yang terjadi selama berupa illegal
fishing yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing, transaksi atau
perdagangan ilegal, perompakan (piracy), pencemaran/perusakan
lingkungan laut, terus berlangsung, maka akan terkuras kekayaan laut
Indonesia dan Indonesia akan menjadi negara miskin. Oleh karena itu,
Indonesia harus bangkit membangun bidang kelautan termasuk
membangun infrastruktur, peralatan, dan penegakan hukumnya, sehingga
status Indonesia sebagai negara kepulauan tidak hanya di atas kertas
perjanjiannya saja, tetapi harus menjadikan negara besar yang
memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia.
a. Kedaulatan Negara
Kedaulatan atau dalam bahasa asingnya souverangnity bermakna
kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang di dalam negara tersebut
tidak dihinggapi adanya kekuasaan lain. Masalah kedaulatan ini Jean
Bodin yang hidup pada abad XVI mengungkapkan bahwa kedaulatan
merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk menentukan
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hukum dalam negara tersebut dan sifatnya: tunggal, asli, abadi serta
tidak dapat dibagi-bagi.51
Ditilik dari sejarahnya adanya negara itu karena perkembangan
kebutuhan manusia yang ingin hidup dalam keteraturan dengan
koordinasi mapan, tidak saling menciptakan rasa kekhawatiran antara
sesame. Dengan berawal dari bentuk organisasi yang akhirnya tumbuh
berkembang menjadi negara. Menurut Plato dalam teorinya tentang asal
mula negara dikatakan bahwa negara itu timbul atau ada bersama
karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka
macam, untuk memenuhi kebutuhan tersebut berakibat mereka harus
bekerjasama, apabila masing-masing hidup sendiri-sendiri tidak dapat
memenuhinya mengingat bahwa setiap orang mempunyai kecakapan
masing-masing. Sesuai dengan kecakapan dan kemampuan yang
dimilikinya maka mereka mempunyai tugas sendiri-sendiri dan
bekerjasama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan
inilah yang kemudiann disebut masyarakat dan negara.52
Dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat dunia yang
merupakan negara berdaulat bukan berarti telah mengagung-agungkan
kekuasaan yang dimilikinya tanpa memperhatikan dan menghormati
kekuasaan lain di luar batas kekuasaannya. Apabila kekuasaan tertinggi
yang secara teoritis tidak mengakui adanya kekuasaan lain di dalam
51 Soehino, Ilmu Negara Yogyakarta: Libarty, 198, hlm. 17. Sebagaimana dikutip dalam
buku P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009, hlm. 15
52 Ibid. hlm. 15-16
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negaranya secara prinsip terlalu dipegang teguh, hal ini akan
mengganngu pergaulan internasional, dalam artian masing-masing
memegangnya, kecuali apabila sudah menyangkut masalah kepentingan
dan prinsip negara yang berdangkutan maka kedaulatan dapat
berbicara. Seperti contoh dalam kenyataan masyarakat internasional
dimana pergaulan dan hubungan antar negara merupakan suatu hal
yang sangat diperlukan, sebab suatu negara tidak dapat memenuhi
kepentingan di dalam negerinya tanpa ada kerjasama dalam bentuk
bentuan tenaga ahli, teknologi, ekonomi, keuangan dan sebagainya.53
Kebiasaan Internasional di sini merupakan suatu pola tindak dari
serangkaian tindakan-tindakan mengenai suatu hal dan dilakukan secara
berulang-ulang, tindakan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan
hubungan internasional. Batas waktu tindakan yang dilakukan itu tidak
ada batasnya berapa kali tindakan itu dilakukan secara terulang, hal ini
tergantung dari suatu dan kondisi setempat serta kebutuhannya. Apabila
secara pergaulan internasional sudah cukup mendapatkan pengakuan
dalam arti tidak menimbulkan pertanyaannya maupun permasalahannya
yang dapat berjalan secara lancar di dalam pergaulan tersebut. Contoh
dengan ini diterimanya konsep hukum laut dan landas kontinen
(Contintal Shelf) di dalam hukum laut internasional sebagai suatu
lembaga hukum. Sebagai konsep hukum baru muncul setelah proklamsi
Presiden Truman tahun 1945 mengenai Continental Shelf. Proklamasi ini
53 Ibid. hlm. 17
45
disusul oleh proklamasi yang serupa oleh negara-negara lain dalam
tahun 1958. Kemudian Konferensi Hukum Laut di Jenewa telah
menerima konvensi mengenai Landasan Kontinen.54
Perjanjian Internasional diadakan oleh bangsa sebagai subyek
hukum internasional, bertujuan untuk menggariskan hak dan kewajiban
yang ditimbulkan serta akibat lainnya yang berpengaruh bagi para pihak
pembuat perjanjian. Para pihak terikat dan tunduk pada perjanjian sesuai
dengan ketentuan yang menjadi kesepakatan bersama. Perjanjian ini
dapat dilakukan oleh 2 (dua) negara (bilateral) atau lebih (multilateral).
Pada umumnya perjanjian di buat dengan memperhatikan kepentingan
para pihak dengan saling menguntungkan dan tidak meninggalkan
landasan-landasan masing-masing pihak serta memperhatikan segala
ketentuan hukum internasional yang ada.55
Dalam pemikiran tentang kedaulatan negara dan pergaulan antar
negara sebagaimana dilukiskan di muka yaitu adanya kekuasaan
tertinggi delam negara. Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja bahwa
kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya
yaitu :
1. Kekuasaan itu pada batas-batas wilayah negara yang memiliki
kekuasaan tertinggi itu, dan
2. Kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain mulai.
54 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Bina Cipta 1982
Cet. 4, hlm 136-137. . Sebagaimana dikutip dalam buku P. Joko Subagyo, Hukum Laut
Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009, hlm. 18
55 P. Joko Subagyo, Op.Cit., hlm. 18.
46
b. Kewenangan dalam Wilayah Lautan
Setiap negara, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai
mempunyai kebebasan untuk kegiatan-kegiatannya dengan tetap
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan oleh Hukum
Internasional, yang merupakan kesepakatan bersama antara lain
kebebasan tersebut meliputi :
1) Kebebasan melakukan navigasi;
2) Kebebasan penangkapan ikan;
3) Kebebasan memasang kabel dan pipa saluran di bawah permukaan
air laut;
4) Kebebasan melakukan penerbangan di atas laut lepas.
Dan kebebasan tersebut bukannya dilaksanakan bebas sebebasnya
ini tetap dibaregi dengan selalu menjaga situasi dan kondisi yang ada
di dalam lingkungan laut (ekologinya).
Kebebasan yang ada dalam laut lepas dapat dilakukan secara adil
oleh negara pantai untuk kepentinagn negara yang tidak berpantai,
dengann posisinya berada di antara negara-negara pantai dapat
menikmati laut lepas dengan segala sumber daya. Sebagaimana diatur
dalam konvensi Hukum Internasional bahwa :
1. Bagi negara tidak berpantai untuk mengadakan lalulintas bebas
melalui daerahnya. Hal ini dimaksudkan dengan lalu lintas bebas dan
tujuan damai dapat menggunakan daerah berdaulat tanpa harus
dipersulit untuk melaluinya;
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2. Memberikan perlakuan yang sama sebagaimana halnya kapal-
kapalnya sendiri bagi kapal-kapal yang berbendera negara tidak
berpantai. Bagi kapal-kapal asing dari negara tidak berpantai, agar
diberikan fasilitas untuk lewat sebagaimana halnya kapal mereka
sendiri (negara berpantai) yang berlayar di wilayahnya sendiri;
3. Demikian halnya seperti pada poin 2 bagi kapal-kapal dari negara
tidak berpantai dimaksud masuk ke pelabuhan laut dan pemakaian
pelabuhannya.56
c. Lintas Damai Kendaraan Asing
Menurut Ketentuan hukum internasional, pada umumnya laut
merupakan wilayah lintas damai bagi kendaraan asing, sehingga
tidakmenunjukkan adanya monopoli bagi negara hukum dalam
memanfaatkan sarana laut sebagai lintas transportasi air. Pada bagian
umum penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962
diungkapkan bahwa hak lalu lintas laut damai dijamin oleh hukum
internasional di laut wilayah (territorial sea) suatu negara dan bukan
perairan pedalaman (internal waters), kecuali kalau perairan pedalaman
merupakan akibat dari cara-cara menarik gas dasar (base line) yang baru
sebagai pangkal untuk menarik/mengukur laut wilayah. Mengingat
56 Ibid. hlm. 22-23
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bahwa tidak semua perairan pedalaman hak lalu lintas laut damai dijamin
oleh hukum internasional.
Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4/Prp/1960 menjamin hak
lalu lintas di perairan pedalaman Indonesia dengan tidak membedakan
lebih lanjut, antara perairan pedalaman sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 4/Prp/1960, di mana tidak ada hak lalu lintas laut damai
menurut hukum internasional. Dan perairan pedalaman yang baru terjadi
karena cara-cara menarik garis dasar dengan berdasarkan pada Pasal 1
ayat (2) Undang-Undang Nomor 4/Prp/1960, bahwa laut wilayah
Indonesia ialan jalur laut selebar 12 mil laut, di mana hal ini lalu lintas
damai dijamin.
Lalu lintas laut damai untuk kendaraan air asing dengan pelayaran
maksud damai, yaitu pelayaran selama tidak bertentangan dengan
keamanaan, ketertiban umum serta kepentingan lainnya yang tidak
mengganggu kepentingan dan perdamaian negara Republik Indonesia.
Dan maksud dari pelayaran adalah untuk melintasi laut wilayah dan
perairan pedalaman Indonesia dengan lintas :
a. Dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia dan sebaliknya;
b. Dari laut bebas ke laut bebas Pasal 12 ayat (1). Dalam pelayarannya
dari laut bebas ke laut bebas, pelayarannya digunakan untuk
penangkapan ikan, maka selama berada atau malointasi laut wilayah
dan perairan pedalaman Indonesia diharuskan menyimpan alat-alat
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yang digunakan dalam keadaan terbungkus dan disimpan di dalam
palkah-palkah.57
Diakuinya secara resmi Indonesia sebagai negara kepulauan
(konvensi hukum laut III/1982) maka dalam wilayah lautannyadikenal
adanya perairan kepulauan, dalam wilayah ini bagi negara kepulauan
masih memberikan kekuasaan negara lain untuk melakukan pelayaran,
karena dalam perairan tersebut berlaku hak lintas damai (right of
innocent parsage). Sebagai alternative bagi negara kepulauan dengan
adanya hak lintas damai tersebut dapat menentukan kebijaksanaannya:
1. Menangguhkan untuk sementara hak lintas damai tersebut pada
bagian-bagian hukum dari perairan kepulauannya;
2. Hal ini dilakukan mengingat adanya keadaan yang dianggap segera
untuk perlindungan dalam kepentingan keamanan;
3. Negara kepulauan dapat menetapkan alur laut kepulauan dan rute
penerbangan di atas alur tersebut. Hak lintas alur laut kepulauan oleh
kapal-kapal atau pesawat udara asing, untuk transit dari suatu
bagian laut lepas atau ZEE ke bagian lain dari laut lepas atau ZEE.
Dengan ditentukannya sebagai perairan kepulauan yang merupakan
territorial negara kepulauan berarti negara tersebut berwenang
mengatur segala kepentingan bi bagian wilayahnya.58 Mengenai hak
57 Ibid. hlm. 28-29
58 Ibid. hlm. 30-31
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lintas alur kepulauan diatur dalam Pasal 53 Konvensi Hukum Laut
1982 memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Suatu Negara kepulauan dapat menetapkan alur laut dan rute
penerbangan di atasnya, yang cocok digunakan untuk lintas kapal
dan pesawat udara asing guna melakukan terus menerus dan
langsung serta secepat mungkin melalui atau di atas perairan
kepulauannya dan laut teritorial yang berdampingan dengannya.
2. Semua kapal dan pesawat udara menikmati hak lintas alur
kepulauan dalam alur laut dan rute penerbangan demikian.
3. Lintas alur laut kepulauan berarti pelaksanaan hak pelayaran dan
penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini
dalam cara normal semata-mata untuk melakukan transit yang
terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak
terhalang antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi
eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif
lainnya.
4. Alur laut dan rute udara demikian harus melintasi perairan
kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan dan mencakup
semua rute lintas normal yang digunakan sebagai rute atau alur
kepulauan dan di dalam rute demikian, sepanjang mengenai
kapal, semua alur navigasi normal dengan ketentuan bahwa
duplikasi rute yang sama kemudahannya melalui tempat masuk
dan keluar yang sama tidak perlu.
5. Alur laut dan rute penerbangan demikian harus ditentukan dengan
suatu rangkaian garis sumbu yang bersambungan mulai dari
tempat masuk rute lintas hingga tempat keluar. Kapal dan
pesawat udara yang melakukan lintas melalui alur laut kepulauan
tidak boleh menyimpang lebih dari pada 25 mil laut pada sisi kiri
dan kanan garis sumbu demikian dengan ketentuan bahwa kapal
dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang
mendekati pantai kurang dari 10% jarak antara titik-titik yang
terdekat pada pulau-pulau yang beebatasan dengan alur laut
tersebut.
6. Suatu Negara Kepulauan yang menetapkan alur laut menurut
ketentuan pasal ini dapat juga menetapkan skema pemisah lalu
lintas yang diperlukan bagi lintas kapal yang aman melalui terusan
sempit dalam alur laut demikian.
7. Suatu negara kepulauan, apabila keadaan menghendaki, setelah
untuk itu mengadakan pengumuman sebagaimana mestinya,
dapat mengganti alur laut atau skema pemisah lalu lintas yang
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telah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya dengan alur laut
atau skema pemisah lalu lintas yang baru.
8. Alur laut dan skema pemisah lalu lintas demikian harus sesuai
dengan peraturan internasional yang diterima secara umum.
9. Dalam menetukan atau mengganti alur laut atau menetapkan atau
mengganti skema pemisah lalu lintas, suatu negara kepulauan
harus mengajukan usul-usul kepada organisasi internasional
berwenang dengan maksud untuk dapat diterima. Organisasi
tersebut hanya dapat menerima alur laut dan skema pemisah lau
lintas yang demikian sebagaimana disetujui bersama dengan
negara kepulauan dapat menentukan, menetapkan atau
menggantinya.
10.Negara kepulauan harus dengan jelas menunjukkan garis-garis
sumbu untuk alur-alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang
ditentukan atau ditetapkannya pada peta yang diumumkan
sebagaimana mestinya.Kapal yang melakukan lintas alur laut
kepulauan harus mematuhi alur laut dan skema pemisah lalu
lintas yang berlaku yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
pasal ini.
11.Apabila suatu negara kepulauan tidak menentukan alur laut dan
rute penerbangan, maka hak lintas laur laut kepulauan dapat
dilaksanakan melaui rute-rute yang biasanya digunakan untuk
pelayaran internasional.
Hak lintas alur-alur laut kepulauan melalui perairan kepulauan
Indonesia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996.
Dalam pasal ini ditetapkan bahwa pemerintah menentukan alur-alur laut
termasuk rute penerbangan di atasnya yang cocok digunakan untuk
pelaksanaan lintas alur kepulauan tersebut dengan menentukan
sumbun-sumbunya yang dicantumkan pada peta-peta laut yang
diumumkan sebagaimana mestinya.
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1996 ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing
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dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Kepulauan Melalui Alur Laut
Kepulauan yang Ditetapkan.
Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002
dinyatakan bahwa kapal dan pesawat udara asing dapat melakukan hak
lintas alur kepulauan, untuk pelayaran atau penerbangan dari satu
bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lain laut lepas
artau zona ekonomi eksklusif melintasi laut teritorial dan perairan
kepulauan Indonesia.59
d. Pengaruh Konferensi Hukum Laut bagi Negara Kepulauan
Masalah kelautan timbul adanya keperluan berbagai pihakyang
ingin memanfaatkan segala fasilitas laut. Tumbuh berkembangnya
Hukum Laut selain karena adanya kepentingan dengan alasan milik
bersama, juga perlu dijaga:
- Kepentingan yang berkaitan dengan keamanan dan stabilitas negara;
- Terbatasnya sumber daya, apabila tanpa memperhatikan keamanan
laut;
- Pembagian kepentingan;
- Menjaga dan menuju pelestarian lingkungan laut dengan segala
ekosistemnya;
- Dan sebagainya.
59 Didik Mohammad Sodik. 2011, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di
Indonesia, hlm. 61-62
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Khusus bagi negara kepulauan sebagaimana halnya Indonesia
adanya konferensi hukum laut tahun 1982 yang diselenggarakan oleh
PBB di Montego Bay Jamaica, telah membawa angina segar dengan
pengaruh baru dalam wawasan internasional. Dengan dikukuhkanhya
lebar laut, territorial sepanjang maksimal 12 mil laut, memberikan
kesempatan bagi negara pantai yang koneksinya memungkinkan untuk
dilakukan perluasan.
Di sisi lain pengaruh konfrensi tersebut, bahwa yang sebelum
konferensi merupakan perairan internasional yang merupakan laut
bebas (flight sea) berubah menjadi laut territorial dibawah kedaualatan
suatu negara dengan perlindungan hukum nasional suatu negara
tersebut dan sudah barang tentu kebebasan bagi negara-negara lain
lebih terkendali.
Secara rinci pengaruh konferensi hukum laut tersebut di atas bagi
negara pantai maupun negara lainnyasebagai berikut :
1. Dapat membentuk negara kepulauan, menjamin kepentingan negara
tersebut;
2. Memberikan kesempatan negara pantai untuk memperlakukan
perluasan wilayah laut;
3. Memperluas tanggung jawab negara pantai terhadap lautan;
4. Berkurangnya wilayah laut bebas (flight sea) menjadi laut territorial;
5. Mendukung pelestarian lingkungan laut yang harus di jaga oleh
hukum nasional suatu negara;
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6. Mengurangi kebebasan yang semula ada bagi para pengelola
lautan.60
Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau
dengan 2/3 wilayahnya merupakan wilayah lautan. Dalam sejarah
negara Indonesia di mana wilayahlautannya dalam jarak 3-6 mil laut
diubah menjadi 12 mil laut sebagai perkembangan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang meratifikasi konvensi
hukum laut tersebut, lebih jauhakan menyatukan dan mewujudkan cita-
cita bangsa sebagai negara kepulauan.
Negara kepulauan yang diakui secara resmi melalui konvensi
Hukum Laut II tersebut mempunyai kewajiban:
1. Menghormati perjanjian internasional yang sudah ada;
2. Menghormati kegiatan-kegiatan lain yang sah dari negara tetangga
yang langsung berdampingan;
3. Menghormati hak-hak tradisional penangkapan ikan;
4. Menghormati dan memperhatikann kabel laut yang ada dibagian
tertentu perairan pedalaman yang dahulu merupakan laut bebas.
Kewajiban tersebut yang perlu diperhatikan sehingga tidak
menumbuhkan kesewenang-wenangan atas perjanjian atau bentuk
kepentinagn lainnya yang bersifat damai diwilayah negara kepulauan.
60 Ibid. hlm. 35-36
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Dengan timbulnya negara kepulauan bukan berarti bagi negara
tersebut dapat pula meninjau kembali atau membongkar yang sudah ada
tanpa memperhatikan jangka waktu yang ada, melainkan yang sudah
ada tetap dihormati dan berlaku ketentuan sebagaimana sebelum
merupakan wilayah kepulauan, sepanjang bentuk-bentuk perjanjian
masih berlaku atau belum dicabut.61
D. Pariwisata dan Cabotage
1. Wisata dan Pariwisata
Di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990
tentang Kepariwisataan, menyatakan bahwa:
Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut
dilakukan secara sukarela bersifat sementara untuk menikmati objek dan
daya tarik wisata.
Wisata dan pariwisata merupakan dua nomenklatur yang berbeda dan
saling terkait. Setelah mendefinisikan pengertian wisata selanjutnya perlu
pula mendefinisikan pengertian tentang pariwisata.
61 Ibid. hlm. 37
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Pengertian pariwisata menurut WTO (World Tourism Organization) :
“Tourism comprises the activities of persons travelling to and staying in
places outside their usual environment for not more than one consecutive
year for leisure, business and other purposes not related to the exercise of
an activity remunerated from within the place visited.”62
Ada beberapa definisi tentang pengrtian pariwisata menurut para ahli,
diantaranya,
Menurut Drs. Oka A. Yoeti tahun 1987 dalam bukunya “Pengantar Ilmu
Pariwisata" menyebutkan : “Pariwisata adalah suatu perjalanan yang
dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu
tempat ketempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha (business)
atau mencari nafkah di tempat yang dlkunjungi, tetapi semata-mata untuk
menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk
memenuhi keinginan yang beraneka ragam".63
Menurut Prof. Saleh Wahab (bangsa Mesir) dalam bukunya yang berjudul
"An Introduction of Tourism Theory”mengemukakan bahwa parwisata itu
adalah suatu akilfitas manusia yang dilakukan secara sadar yang
mendapatkan pelayanan secara bergantian diantara orang dalam suatu
negara itu sendiri maupun diluar negeri, meliputi pendalaman orang-orang
dan daerah lain untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang
beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialamnya di tempat
memperoleh pekerjaan tetap.64
Di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisataan, menyatakan bahwa:
62 Dikutip dalam website http://jejakwisata.com/tourism-studies/tourism-in-general,
www.world-tourism.org diunduh tanggal 17 Agustus 2010), diakses pada 12 Desember
2016, Pukul 18.23 WITA
63 Lihat http://library.usu.ac.id/download/fs/pariwisata-arwina.pdf di akses pada tanggal 19
Januari 2017, Pukul 20.00 WITA
64 Lihat http://library.usu.ac.id/download/fs/pariwisata-arwina.pdf di akses pada tanggal 19
Januari 2017, Pukul 20.04 WITA
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Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata,
termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha
yang terkait di bidang tersebut.
 Wisata dari segi penyelenggaraanya, dibedakan atas:
a. Excursion (ekskursi) yaitu suatu perjalanan wisata jarak pendek yang
ditempuh kurang dari 24 jam guna mengunjungi satu atau lebih objek;
b. Safari tour yaitu perjalanan wisata yang diselenggarakan secara khusus
dengan perlengkapan khusus yang tujuan maupun objeknya bukan
merupakan objek kunjungan wisata pada umumnya;
c. Cruize tour yaitu perjalanan wisata dengan menggunakan kapal pesiar
mengunjungii objek wisata bahari dan objek wisata di darat tetapi
menggunakan kapal pesiar;
d. Youth tour (wisata remaja) yaitu kunjungan wisata yang khusus
diperuntukkan bagi para remaja menurut umur yang ditetapkan. e. Marine
tour (wisata bahari) yaitu suatu kunjungan ke objek wisata khususnya
untuk menyaksikan keindahan lautan, wreckdiving.65
65 LIhat http://eprints.undip.ac.id/35781/1/GITAPATI.pdf diakses pada tanggal 8 Januari
2017
58
2. Wisata dalam Pengecualian Asas Cabotage
Pengecualian terhadapt asas cabotage yang termuat dalam
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2015 yakni :
“Kapal Pesiar (cruiseship) berbendera asing dapat mengangkut
wisatawan dipelabuhan dalam negeri untuk berwisata mulai dari
pelabuhan asal didalam negeri ke tempat wisata, untuk kembali
kepelabuhan keberangkatan, sepanjang perjalanan tersebut
merupakan bagian dari dan keluar wilayah perairan Indonesia.”66
66 Lihat Pasal 3 Permenhub No. 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan Bagi
Wisatawan Dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi penelitian di
Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. Tambah pula untuk
kepentingan penelitian pustaka akan dilakukan di Perpustakaan Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.
B. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk
menunjang hasil penelitian adalah sebagai berikut:
1. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari pihak yang
berkompeten dilapangan berupa wawancara dengan pihak/pejabat
setempat di lokasi penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan
pustaka seperti literature, buku-buku, undang-undang dan data-
data lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji.
3. Data Tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti
kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.
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C. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data guna membahas masalah yang akan
dikaji yakni dengan cara sebagai berikut:
1. Studi Pustaka (Library Research)
Yaitu metode yang dilakukan dengan mempergunakan buku-
buku serta bahan pustaka lainnya yang erat kaitannya dengan
topik penelitian untuk mendapatkan data sekunder.
2. Studi Lapangan (Field Research)
Yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer
dengan cara wawancara ataupun dengan menganalisa sebuah
kasus mengenai masalah yang terkait dengan judul penelitian
yang penulis kaji.
D. Analisa Data
Dalam penulisan ini, data yang diperoleh baik data primer , maupun
data sekunder dianalisa secara kualitatif kemudian disajikan secara
deskriptif dengan menjelaskan, menggunakan serta menggambarkan
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahamii
secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan topik yang penulis kaji.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Relevansi pengecualian asas cabotage dalam hukum positif
Indonesia dan perspektif hukum Internasional
Asas cabotage merupakan hal yang baru dalam dunia hukum
pelayaran Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri
Pelayaran Nasional pada tanggal 28 Maret 2005 yang kemudian lebih
lanjut dikuatkan kekuatan berlakunya oleh Pemerintah ke dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Undang-Undang
Pelayaran yang memuat empat unsur pokok sebagai pilar utama
pelayaran, yaitu angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan
pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim dalam
penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah sistem. Dalam hal ini
penerapan sebuah perlindungan penyelenggaraan pelayaran disebut
asas cabotage. Meskipun masih tergolong baru dikenal dalam dunia
hukum pelayaran, sebenarnya keberadaan asas cabotage sebelumnya
telah terdapat yang secara implisit (tersirat) dalam norma hukum
internasional terkhusus dalam rezim hukum laut internasional.
Kedudukan asas cabotage dalam Hukum Laut Internasional
sebenarnya tidak terlepas dari pengaturan tentang wilayah laut yang dapat
digunakan untuk pelayaran dengan hak Lintas Damai. Pada Pasal 45
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UNCLOS (United Nations Convention on the Law of The Sea) menyatakan
bahwa :
Pasal 45
(1) Rezim lintas damai menurut ketentuan Bab II bagian 3, harus berlaku
dalam selat yang digunakan untuk pelayaran internasional :
a. yang menurut ketentuan pasal 38 ayat 1, dikecualikan dari
pelaksanaan rezim lintas transit; atau
b. antar bagian laut lepas atau suatu zona ekonomi eksklusif
dan laut teritorial suatu Negara asing.
(2). Tidak boleh ada penangguhan lintas damai melalui selat
demikian.
Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa laut teritorial negara
pantai merupakan wilayah laut yang dapat menjadi jalur lintas damai bagi
kapal-kapal negara lain,67 berdasarkan yurisdiksi negara pantai, dan tidak
boleh ada penangguhan (pengecualian) terhadap lintas damai melalui laut
territorial tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara
yang telah melakukan ratifikasi terhadap UNCLOS tentu tidak boleh
menangguhkan keberlakuan jalur lintas damai oleh kapal-kapal yang
67 Bahwa jalur lintas damai kapal-kapal negara lain yang dimaksud tersebut, dalam rezim
hukum nasional Indonesia dikenal dengan istilah ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia).
Dalam Hukum Internasional, dasar pembentukan ALKI termuat dalam Pasal 53 ayat (1)
UNCLOS yang menyebutkan bahwa “Suatu Negara Kepulauan dapat menentukan Alur
Laut dan rute penerbangan yang cocok digunakan lintas kapal …… yang terus menerus
langsung serta secepat mungkin melalui laut territorial yang berdampingan dengannya”.
Sedangkan dalam Hukum Nasional Indonesia, ALKI dimuat dalam Pasal 1 angka 1 PP No
37 Tahun 2002 tentang ALKI jo. Pasal 1 angka 8 UU No 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia yang menyebutkan bahwa ALKI adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau
pesawat udara asing diatas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan
penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus-menerus,
langsung dan secepat mungkin…
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berlayar di laut territorial Indonesia. Dengan tidak boleh ditangguhkannya
hal tersebut, maka secara otomatis, kapal-kapal asing tidak dapat masuk
di wilayah territorial Indonesia tanpa memenuhi syarat lintas damai.
Sehingga, jika ada kapal asinng yang melalui laut territorial Indonesia,
maka berlaku asas cabotage dan ini pula tidak dapat dikecualikan, karena
jika melalui laut suatu negara pantai tanpa melalui jalur lintas damai, maka
itu adalah laut territorial suatu negara pantai, dan juga tidak dapat
ditangguhkan keberlakuannya.
Ketentuan mengenai asas cabotage sebenarnya secara eksplisit
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang
Pelayaran. Penerapan tersebut dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1), yakni:
Pasal 8
(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan
angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera
Indonesia serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan
Indonesia.68
Dari pasal tersebut, jika dihubungkan dengan Pasal 45 UNCLOS, jelas
bahwa ternyata memiliki satu kesatuan terhadap asas tersebut, yaitu
bahwa asas cabotage tidak boleh dikecualikan. Untuk mendukung hal itu,
maka dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang
tentang Pelayaran, yakni :
Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan
angkutan laut nasional dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan
asas cabotage guna melindungi kedaulatan negara (sovereignity)
dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara serta memberikan
68 Lihat Pasal 8 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2008 tentang Pelayaran
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kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan
angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan.69
Oleh karena itu, jika ditarik benang merah hubungan antara
UNCLOS dan Undang-Undang tentang Pelayaran, jelas sekali bahwa
kedua perundang-undangan tersebut tidak memperbolehkan
pengecualian pada asas cabotage. Dari penjelasan tersebut, maka sangat
nyatalah bahwa apapun alasannya, Asas cabotage adalah kemutlakan
dalam sebuah negara yang berdaulat dan tidak dapat ditangguhkan
ataupun dikecualikan.
Namun ternyata, dalam penjabaran lebih lanjut mengenai asas
cabotage, justru peraturan teknis atau peraturan pelaksanaan dalam
hirarki perundang-undangan yang menangguhkan dan mengecualkian
asas cabotage. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 121 Tahun 2015, lebih jelasnya dapat dilihat dalam
Pasal 3 yang berbunyi:
“Kapal Pesiar (cruiseship) berbendera asing dapat mengangkut
wisatawan di pelabuhan dalam negeri untuk berwisata mulai dari
pelabuhan asal di dalam negeri ke tempat wisata, untuk kembali
kepelabuhan keberangkatan, sepanjang perjalanan tersebut
merupakan bagian dari dan keluar wilayah perairan Indonesia.”70
Dalam pasal tersebut, tenyata ada perbedaan yang sangat signifikan
dan saling bertentangan antara UNCLOS dan Undang-Undang tentang
69 Lihat penjelasan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang Pelayaran
70 Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pemberian
Kemudahan Bagi Wisatawan Dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship)
Berbendera Asing
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Pelayaran dengan Permenhub tersebut. Dimana UNCLOS dan Undang-
Undang tentang Pelayaran justru tidak memperbolehkan pengecualian
asas cabotage sedangkan Permenhub justru mengadakan pengecualian
terhadap asas cabotage. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, maka
muncul 2 masalah yang berkaitan dengan pengecualian asas cabotage
tersebut, yakni:
1. Bahwa asas cabotage adalah merupakan sebuah asas hukum. Yang
mana asas adalah bagian dari ilmu hukum. Hal ini dapat dilihat pada
pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo, bahwa hal yang menjadi
objek kajian ilmu hukum pada hakikatnya meliputi: (1) Asas Hukum;
(2) Kaidah Hukum Kongkret; (3) Sistem Hukum; dan (4)
Penafsiran/Hermeneutika Hukum71. Jika dihubungkan dengan asas
cabotage, maka jelas bahwa pengecualian terhadapnya merupakan
sebuah pengebirian terhadap ilmu hukum. Asas cabotage ini adalah
bentuk perwujudan dari Pasal 45 ayat (1) UNCLOS yang merupakan
salah satu kaidah hukum yang konkret. Jika dirujuk kedalam
pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo, maka penulis menarik
pemahaman bahwa asas cabotage adalah asas hukum yang apabila
dilakukan pengecualian pada asas, maka dapat dikatakan bahwa
pengecualian tersebut adalah bentuk pengeribian terhadap ilmu
hukum itu sendiri.
71 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum (Edisi Revisi), Yogyakarta: Cahaya Atma
Pustaka, 2014, hlm. 44.
66
2. Yang melakukan pengecualian terhadap asas cabotage adalah
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2015. Jika dilihat
dari sistematika perundangan-undangan, maka dapat dilihat bahwa
ada pertentangan antara hirarki perundang-undangan, khususnya
yang berkaitan dengan asas cabotage. Jika berdasar kedudukan,
peraturan menteri harus mendukung Undang-Undang. Namun
nyatanya pada peraturan menteri perhubungan, jelas bahwa ada
pertentangan antara Undang-Undang dan Peraturan Menteri
Perhubungan tersebut. Hal ini dilihat dalam Undang-Undang tentang
Pelayaran yang mendukung UNCLOS untuk mendukung
pelaksanaan asas cabotage sedangkan pada Peraturan Menteri
Perhubungan justru tidak mendukng pelaksanaan asas cabotage,
malah mengecualikannya. Hal ini jelas menjadi pertentangan dalam
hirarki perundang-undangan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui
bahwa hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur
dalam Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni :
Pasal 7
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
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Pasal 8
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup
Peraturan Yang Ditetapkan Oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial,
Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi
yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang
atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.72
Berdasarkan poin-poin yang diuraiankan diatas maka dapat
disimpulkan bahwa pengecualian terhadap asas cabotage dalam hukum
Internasional dan hukum nasional adalah hal yang tidak relevan.
B. Implikasi pengecualian asas cabotage terhadap hukum positif
Indonesia dalam Hukum Internasional
Asas cabotage seperti diketahui adalah asas yang digunakan dalam
perlindungan terhadap penggunaan laut suatu negara, dalam hal ini
terkhusus dalam bidang pelayaran. Dalam UNCLOS sendiri, secara
implisit telah tertuang pembahasan yang dapat dikatakan sebagai dasar
hukum yang berkenaan dengan perlindungan terhadap wilayah laut
territorial dan lalu lintas laut diatasnya sebelum diperkenalkannya asas
72 Lihat Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Perundang-Undangan
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cabotage dalam hukum positif. Hal tersebut tertuang didalam Pasal 45
UNCLOS, yang berbunyi:
(1) Rezim lintas damai menurut ketentuan Bab II bagian 3, harus berlaku
dalam selat yang digunakan untuk pelayaran internasional :
a. yang menurut ketentuan pasal 38 ayat 1, dikecualikan dari
pelaksanaan rezim lintas transit; atau
b. antar bagian laut lepas atau suatu zona ekonomi eksklusif
dan laut teritorial suatu Negara asing.
(2). Tidak boleh ada penangguhan lintas damai melalui selat
demikian.
Dan hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang tentang Pelayaran,
khususnya yang membahas asas cabotage dalam Pasal 8 ayat (1) UU No.
8 Tahun 2008, yang berbunyi:
“Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan
angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera
Indonesia serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan
Indonesia.”
Namun ternyata, menteri perhubungan mengeluarkan peraturan
menteri yang justru bertentangan dengan asas cabotage. Hal ini jelas
menimbulkan ketidak relevansi dalam hirarki perundang-undangan.
Karena berdasar hirarki perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang tentang Peraturan Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan,
bahwa berdasarkan urutan hirarki, peraturan menteri harus sejalan
dengan Undang-Undang.
Berdasarkan objeknya, asas cabotage merupakan asas hukum. Jika
dilihat dari pertentangan hirarki perundang-undangan, maka pengecualian
asas cabotage sebagai asas hukum merupakan pengebirian kepada
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hukum. Jadi berdasar penjelasan diatas maka asas cabotage tidak boleh
dikecualikan. Namun pada nyatanya, terjadi pengecualian asas cabotage
yang dilakukan dalam Peraturan Menteri Perhubungan. Oleh karena itu
berdasarkan penelitian penulis terdapat beberapa akibat hukum yang
muncul jika asas cabotage dikecualikan, yaitu:
1. Pertentangan hukum internasional dan hukum nasional
Dalam UNCLOS, asas cabotage diturunkan untuk melindungi
kedaulatan negara khususnya dibidang perairan. Namun pada nyatanya
ada pertentangan dalam hukum internasional dan penerapan dalam
hukum nasional. Hal ini dapat dilihat dari adanya peraturan menteri yang
mengecualikan asas cabotage, sedangkan jika dilihat dari hirarki
peraturan, UNCLOS telah diratifikasi menjadi Undang-Undang guna
menerapkan asas cabotage. Jika dilihat dari penerapan UNCLOS dan
Peraturan Menteri Perubungan, maka dapat ditarik pandangan bahwa
antara UNCLOS dan Permenhub ada pertentangan. Pertentangan
tersebut terjadi antara hukum internasional dan hukum nasional karena
antara penerapan UNCLOS yang telah diratifikasi dan mekanisme
pelaksanaan dalam Permenhub sangat bertentangan karena
mengecualikan asas cabotage.
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2. Alur Laut Kapal Pesiar Yang Dapat Melewati Laut Teritorial Bukan
ALKI
Hal yang melatarbelakangi eksistensi asas cabotage perlu ada
dalam sistem hukum pelayaran di Indonesia adalah berangkat dari
ketidakberdayaan dalam menghadapi “serbuan” kapal-kapal asing yang
beroperasi bebas di perairan nusantara, Pemerintah Republik Indonesia
yang dimotori oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut-Kementerian
Perhubungan berinisiatif melahirkan sesuatu kebijakan baru bagi industri
perkapalan yang beroperasi di perairan Indonesia dengan mengarahkan
pelayaran nesional untuk menggunakan kapal-kapal berbendera
Indonesia. Sepintas aturan tersebut tampak sederhana karena diharapkan
adalah perubahan bendera, namun perubahan bendera membawa
konsekuensi pada kepemilikan kapal, yaitu minimal 51 % (percent) saham
kepemilikan harus berada di tangan warga negara Indonesia yang
diharapkan akan meningkatkan kepemilikan kapal oleh perusahaan
pelayaran nasional.73
Akan tetapi, dalam kenyataannya melalui Permenhub Nomor 121
Tahun 2015 yang membuat asas cabotage dapat dikecualikan demi
kepentingan pariwisata, yang mana kapal pesiar (cruise) berbendera
asing dapat mengangkut wisatawan di pelabuhan dalam negeri demi
kepentingan wisata. Hal tersebut tentu membuat apa yang menjadi
73 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Lalu Lintas dan
Angkutan Laut atas nama Difla Oktaviana pada 15 Maret 2017
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landasan yang melatarbelakangi diadakannya asas cabotage dalam
sistem hukum pelayaran nasional maupun internasional tidak dapat
dijalankan secara efektif. Dikarenakan keberadaan asas cabotage adalah
dalam rangka penguatan kedaulatan laut Negara Kepulauan seperti
Indonesia, akan tetapi hannya dengan alasan kepentingan pariwisata,
penguatan kedaulatan laut tersebut dapat dikebirikan oleh negara.
Wujud kongkret pengecualian asas cabotage ditentukan pada
wilayah akses pelabuhan-pelabuhan tertentu di wilayah Indonesia yang
dapat dilalui oleh Kapal Pesiar Asing. Adapun letak wilayah pelabuhan
yang dapat disinggahi oleh kapal pesiar (cruise) asing ke wilayah
Indonesia yang merupakan wujud kongkret pengecualian asas cabotage
tersebut telah diatur dalam Pasal 6 Permenhub Nomor 121 Tahun 2015,
yang berbunyi :
Pasal 6
Pelabuhan singgah dalam negeri yang berfungsi sebagai
embarkasi dan/atau debarkasi wisatawan dengan menggunakan
kapal pesiar (cruiseship), yaitu:
a. Pelabuhan Tanjung Priok;
b. Pelabuhan Tanjung Perak;
c. Pelabuhan Belawan;
d. Pelabuhan Makassar; dan
e. Pelabuhan Benoa Bali.
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Jalur akses laut yang dapat dilalui dari pelabuhan-pelabuhan tersebut
dapat dikongkritkan ke dalam gambar berikut ini :74
Gambar tersebut selanjutnya akan dibandingkan dengan Alur Laut
Kepulauan Indonesia sebagaimana di atur dalam Pasal 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan
Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut
Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan untuk
menunjukkan letak permasalahannya. Adapun Alur Laut Kepulauan
Indonesia tersebut kongkritnya dapat dilihat pada gambar berikut ;
74 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Pengembangan Wisata Kapal
Pesiar/Cruise, 2016, hlm.12
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Dari kedua gambar tersebut jika dibandingkan, maka jelas bahwa dengan
dikecualikannya asas cabotage melalui Permenhub Nomor 121 Tahun
2015, maka terdapar akses bagi kapal berbendera asing untuk melalui
wilayah laut Indonesia yang wilayah laut tersebut bukan merupakan
wilayah ALKI, yakni :
- Pelabuhan belawan – Pelabuhan Tanjung Priok
- Pelabuhan Belawan – Pelabuhan Tanjung Perak
- Pelabuhan Belawan – Pelabuhan Benoa Bali.
Dengan adanya fenomena-fenomena tersebut, maka sangat nyata
bahwa pengecualian asas cabotage justru menimbulkan sebuah akibat
hukum berupa adanya akses bagi kapal pesiar asing untuk melewati laut
territorial Indonesia yang wilayah tersebut bukan merupakan wilayah
ALKI. Ini bahkan juga telah bertentangan dengan sangat nyata dengan
norma-norma yang telah ditentukan dalam UNCLOS, terutama Pasal 45
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ayat (2) UNCLOS yang mengharuskan agar persoalan laut territorial tidak
dapat ditangguhkan atau dikecualikan.
3. Norma yang mengkecualikan asas cabotage tidak relevan
Dalam Permenhub 121 tahun 2015, yang berbunyi:
“Kapal Pesiar (cruiseship) berbendera asing dapat mengangkut
wisatawan di pelabuhan dalam negeri untuk berwisata mulai dari
pelabuhan asal di dalam negeri ke tempat wisata, untuk kembali
kepelabuhan keberangkatan, sepanjang perjalanan tersebut
merupakan bagian dari dan keluar wilayah perairan Indonesia.”
Dapat dilihat bahwa aturan tersebut mengandung pengecualian
terhadap norma yang mendukung penerapan asas cabotage. Bentuk dari
pengecualian asas cabotage adalah dengan bebasnya kapal berbendera
asing yang dapat mengangkut wisatawan di pelabuhan dalam negeri
tertentu. Sedangkan dalam UNCLOS diatur mengenai bahwa tidak boleh
ada penangguhan lintas damai melalui selat ataupun laut territorial suatu
negara asing. Dan hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang
tentang Pelayaran, khususnya yang membahas asas cabotage dalam
Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2008 yang berbunyi:
“Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan
angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera
Indonesia serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan
Indonesia.”
Ketentuan tersebut menerangkan bahwa penerapan norma yang
tertuang dalam Permenhub Nomor 121 Tahun 2015 yang mengatakan
bahwa kapal asing boleh mengangkut penumpang bertentangan dengan
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norma dalam UNCLOS dan Undang-Undang tentang Pelayaran yang
melarang pengambilan penumpang dipelabuhan nasional. Dalam hal ini
norma yang diatur dalam Permenhub Nomor 121 Tahun 2015 yang
memuat asas cabotage telah melanggar ketentuan yang sudah di atur
sebelumnya, yakni mengecualikan norma yang ada di dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Hal ini tidak sesuai
dalam hirarki perundang-undangan, dimana norma yang di muat dalam
Permenhub mengecualikan/mengesampingkan norma yang di muat
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dimana
hal tersebut telah bertentangan Lex superior derogat legi inferiori
(Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi
mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah)
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, adapun
kesimpulan yang dapat penulis sampaikan dalam tulisan ini, ialah sebagai
berikut:
1. Bahwa pengecualian asas cabotage dalam perspektif hukum positif
Indonesia dan Hukum Internasional adalah tidak relevan. Hal ini
karena ada dua masalah utama yang muncul dalam pengecualian
asas cabotage. Yang pertama adalah asas cabotage adalah asas
hukum, sehingga jika dilakukan pengecualian terhadap asas
cabotage maka dianggap sebagai pengebirian terhadap asas hukum
karena asas cabotage adalah perwujudan dari Pasal 45 UNCLOS
yang merupakan kaidah hukum konkret. Yang kedua adalah yang
mengecualikan asas cabotage adalah Peraturan Menteri. Jika dilihat
hirarki perundang-undangan, maka seharusnya Peraturan Menteri
mendukung Undang-Undang yang diatasnya, namun dengan
adanya pengecualian asas cabotage melalui Peraturan Menteri,
maka Peraturan Menteri tersebut bertentangan dengan yang
diinginkan dalam Undang-Undang. Hal ini memunculkan
pertentangan dalam hirarki perundang-undangan.
2. Implikasi yang muncul akibat adanya pengecualian asas cabotage
dalam hukum positif Indonesia dan hukum internasional adalah
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menimbulkan beberapa akibat hukum. Yang pertama adanya
pertentangan antara hukum nasioanal dan hukum internasional
dalam hal penerapan pelaksanaan asas cabotage. Dalam hal ini
penerapan asas cabotage dalam UNCLOS yang telah diratifikasi
bertentangan dengan peraturan teknis, yaitu Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 121 Tahun 2015. Yang kedua adalah alur laut
kapal pesiar yang dapat melewati laut territorial bukan ALKI. Hal ini
bertentangan dengan norma yang ada dalam UNCLOS, terkhusus
dalam Pasal 45 UNCLOS. Yang ketiga adalah bahwa norma yang
mengecualikan asas cabotage tidak relevan. Hal ini dapat dilihat dari
pengecualian asas cabotage yang dilakukan oleh Peraturan Menteri
Perhubungan yang bertentangan dengan UNLOS dan Undang-
Undang tentang Pelayaran. Dimana hal tersebut telah bertentangan
Lex superior derogat legi inferiori (Peraturan perundang-undangan
bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-
undangan tingkat lebih rendah)
B. Saran
Adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:
1. Perlu dilakukannya pengkajian ulang terhadap dikeluarkannya
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2015 mengingat
bahwa pengecualian asas cabotage yang tertuang dalam peraturan
tersebut tidak relevan dan bertentangan denga hirarki perundang-
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undangan. Bahkan seharusnya perlu di cabut karena nyatanya telah
bertentangan dengan asas cabotage.
2. Perlu dilakukan pembahasan bersama antara Kementerian
Perhubungan Republik Indonesia dan Kementerian Parawisata
Republik Indonesia dalam hal perizinan kapal pesiar asing yang
melintas diluar jalur ALKI, agar kedepannya kapal pesiar asing yang
masuk ke Indonesia dapat melintasi jalur ALKI yang sudah
ditentukan sehingga asas cabotage dapat diterapkan secara
maksimal.
3. Jika kapal pesiar asing ingin mengunjungi beberapa destinasi bahari
di Indonesia yang tidak di atur dalam ALKI, maka kapal pesiar asing
tersebut tetap harus mematuhi ALKI dan memaksimalkan
pelabuhan singgah yang sudah di atur dalam Pasal 6 Permenhub
Nomor 121 Tahun 2015, dan transfer wisatawan dengan
menggunakan kapal nasional sebagai kapal yang akan mengangkut
wisatawan dari kapal asing agar tetap bisa mengunjungi destinasi
bahari Indonesia tersebut tanpa harus melanggar ALKI.
4. Perlu adanya perhatian penuh dari Pemerintah dalam menyediakan
fasilitas penunjang wisata bahari di Indonesia, seperti menambah
jumlah kapal wisata bahari di Indonesia dan penambahan
pelabuhan Internasional yang dapat disandari oleh Kapal Pesiar.
Hal ini berguna agar penerapan asas cabotage dapat berjalan
dengan maksimal.


